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SADLINAN

LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONEGSTIA
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No. 44; 1959,  TANDA.-TAWDA KEHORMATAN, Undang-vndang No., 4 Drt. o~
hun 1959, tentang Ketentuan-ketentuan umum mengenal
Tanda~tanda Kehormatan (Pendjelasan dalam Tambahan
Lembaran-Negara No., 1798).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ¢ Bahwa untuk mendjaga tata-tertib dan persama:n dalam -
tjara pemberian dan pemakaian matjam-matjem tanda-—tanda
kehormatan perlu diadakan ketentuan-ketentuan umum ;

Mengingat s a. Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia ;
b. Undang-undang No, 29 tahun 1957 ( Lembaran Negara
tohun 1957 No. 101 ) ;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-177 pada tanggal 8
Mei 1959 ; |

Memutuskan:
Menetapkan 3
Undang-undang Darurat tentang Ketentuan~ketentuan Umum mengenad
Tanda=tanda Kehormatan.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1) Tanda~tanda kehormatan diberikan dengan Keputusan Presiden  me-
nurut ketentuan~ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Warga—~negars Indonesia tidak diperkenankan menerima dan memalal
tanda kehormatan asing banpa izin Presiden jang diberikan dengan Ke-
putusan Presiden.

(3) Keputusan Presiden bersebut dalam ajat 1 dan ajat 2 ditanda~ ta-~
ngani serta oleh Perdena Menteri.

(4) Semua keputusan tentang pemberian tanda kehormatan dan pemberian
izin untuk memakail tanda kehormatan asing dimasukkan dalam register
chusus dan diumumken dalam Berita-Negara.
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Pasal 2.

(1) Diadakan tige matjam tanda-tanda kehormatan, jaitu bintang, sa-
tya-lantjnana dan samkaryanugraha dengan perbedaan sebagai beril:ut

e Bintang diadakan dengan Undang-undang, Satyalantjana dan Sam-
karyanugraha diadakan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa
Undang—-undang ini

b. Bintang bersegi tiga atau lebih dengan scgala variasi untuk
tanda-tande kehormatan, jang pemilik-pemiliknja terikat oleh
suatu kode kehormatan jang berat, tertulis ataupun tidak ter-
tulis ;3 pelanggaran kode itu membawa akibat ditjabuitnja hak
milik atas bintang itu ;

c. Satyalantjans bulat atau bersegi, tetapi tidak merupakan. bin-
tang,; dengan segale variasi untuk tanda-tanda kehormatan,jang
pemilik~pemiliknya terikat oleh kode kehormatan jang ringan ;

d. Samkaryanugrahs berbentuk ular-ular dan patra, jang pemilik -

pemiliknja terikat oleh kode kehormatan jang ringan,

(2) Bintang dan Satyalantjana diberikan kepada perseorangan, sedang-
kan Samksryanugraha diberikan kepada kesatuan-kesatuan Angkatan Pe-
rang atau kesatuan-kesatuan Polisi Negara.

(3) Tiap-tiap Undang-undang jang mengatur suatu bintang harus mene -~
tapkan pula deradjat bintang itu terhadap bintang-bintang lain jang -
telah ada.

(4) Deradjet semua satbtyalantjana adalah sama.

Pasal 3.

Presiden Republik Indonesia adalsh pemilik pertams semua dje~

nis bintang kelas satu.

Pasal 4.
(1) Binbtang bersegi tudjuh hanja disediakan untuk tanda kehormatan
jang tertinggi. ’
(2) Bintang dan Satyalantjane dapat dibagi dalam kelas-kelas.

(3) Untuk membedakan kelas dapat diadakan perbedaan dalam logam dan
dalam ukursn tanda kehormatan, perbedaan bentuk dan ladjur pita, dan
diadakan atau tidak diudakan patra atau roset.

(4) TUntuk setiap kelas tanda kehormatan hanja diadakan satu ukuran
pada semua upatjara dan kesempatan lain,

(5) Bintang, Patra dan Satyalantjana dibuat dari pada logam.
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Pasal 5.

(1) Dalam sistim bintang berkelas lima pita selempang dipakai untuk
bintang-bintang kelas I ; pita kalung untuk bintang-bintang kelas II;
pita gantung untuk bintang-bintang kelas III dan kelas selandjutnja
dan untuk satyalantjana.

(2) Pita dibuat dari pada ,moire- zijde".

(3) Pita mempunjai warna-dasar dan warna ladjur jang menandai per-
bedaan kelas.

(4) Dalam sistim termaksud sub 1

a. Pita~selempang bintang kelas I lebarnja 90 mm,

b, Pita~kalung bintang kelas II lebarnja 35 mm,

c. Pita~gantung bintang-bintang kelas III dan seterusnja berukuxr
an 35 mm lebar dan 40 mm pandjang.

d. Pita-gantung semua satyalantjana islah 25 mm lebar dan 35 mm
pandjang.

(5) Dalam sistim bintang berkelas diudjudken dalam pita sebagai ber-
ikut

Kelas I dengan ladjur 6
i II i 1] 5
i III ] it 4_
i1 I‘v‘ §i ] 3
i 'v‘ i it 2

(6) Satyalontjane jeng tidak berkelas memakai p:.a dengan 5 ladjur
jang membagi pita dolam 6 bagian jang sama.

Pasal 6.

(1) Djike suatu tanda kehormatan sipil diberikan kepada anggota Ang--
katan Perang atau anggota Polisi Negara maka tanda kehormatan itu di--
beri tambahan tanda dua pedang bersilang.

(2) Pita~selempang dan pita-kalung untuk anggota Angkatan Perang dan
Polisi Negara discertal sebilah pedang kehormatan.

(3) Dalam sistim bintang berkelas lima semua bintang kelas satu dan
kelas dua disgertal dengan patra.

SJARAT--SJARAT UNTUK MENDAPAT TANDA KEHORMATAN

Pasal 7-

(1) TUntuk mendapat tanda kehormaton harus dipenuhi sjarat umum dan
sjarat chusus.



(2) Sjarat umum ialah
10, Untuk bintang :

a, warga~warga Indonesia,

b, berachlalk dan berbudi-pekerti baik,

c. tidak pernah dihukum pendjara lebih dari satu tahun karena me
Jakukan kedjahatan

2%, Untuk Satyalantjana

8. warga~warga Indonesia,
b. berachlsk dan berbudi-pekerti baik.

(3) Sjarat chusus untuk bintang ialah paling sedikit: setia dan ber-
djasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa dalam satu bidang atau be-
berapa bidang.

Aparat chusus untuk satyalantjana ialah paling sedikit: setia dalam
melakukan tugasnja untuk kepentingan nusa dan bangsa. Sjarat chusus-—-
tersebut masing-masing ditetapkan lebih landjut dalam tiap-—tiap pera~
turan tentang sesuatu tanda kehormatan.

(4) Sjarat untuk Samkaryanugraha ialah djasa-djasa pada operasi mi-
liter atau personil,

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
Pasal 8.

(1) Pemberian tanda kehormatan dan pemberian izin dimaksud dalam pa~-
sal 1 Undang-undang ini dilakukan atas usul Dewsn Menteri setelah men,
dengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan seperti dimsksud da-
lam pasal 10,

(2) Ketjuali dalam hal-hal jang sangat hal-hal jang sangat luar bia--
sa, pemberian tanda kehormatan hanja dilakukan atas dasar pertimbang-
an Dewan Tanda=-tanda Kehormatan.

(3) Tanda kehormatan dapat diberikan kepada warga-negara asing jang
berdjasa terhadap Negara Republik Indonesia., Dalam masing-masing pexr
aturan tentang sesuatu tanda kehormatan ditentukan dengan djelas da--
pat atau tidak dapat tanda kehormatan itu diberikan kepada warga-negz
ra asing. '

(4) Tanda kehormatan dapat diberikan setjara anumerta.
(5) Masing-masing anak buah kesatuan Angkatan Perang atau kesatuan——
Polisi Negara jang turut menghasilkan perbuatan djasa sehingga kesatu

an itu mendapat suatu samkaryanugraha, diberi tanda samkaryanugraha
tersebut.



(6) Tanda kehormatan tidak diberikan kepada kesatuan — kesa—
tuan organisasi lain dari pada jang tersebut dalam ajat (5).

(7) Tjara pemberian tanda -~ tanda kehormatan tersebut diatas
diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah,

TENTANG PENTJABUTAN HAK MEMAKAT
TANDA KEHORMATAIN

Pasal 90

(1) Hak memakal suatu tanda kehormatan ditjabut apabila sja-
rat ~ sjarat umum tersebut dalam pasal 7 ajat (2) atou sjarat-
sjarat dimaksud dalam pasal 2 tidak dipenuhi lagi oleh pemi -

liknja,

(2) Kode-kehormatan dimaksud dalam pasal 2 ~jat (1) sub b; ¢
dan d ditetapkan lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN
Pasal 10,

(1) Diadakan Devan Tanda-tanda Kehormatan  ang terdiri dari
seorang Ketua merangkap anggota dan sedikit - dikitnja empat
orang anggota lain.
(2) Dewan tanda~tanda Kehormatan diserahi tugas memberi per.-
timbangan kepada Dewan Menteri :

a. mengenai pemberian tanda kehormatan.

be tentung mengadakan tanda kehormatan jang baru atau me-
nigdalkan ‘tanda kehormatan jang ada.

c. tentang lain-lain hal mengenai tanda kehormatan.

(3) Ketua dan Anggota Dewan diangkat oleh Presiden dari mere--
ka jang telah menerims tanda kehormatan jang tertinggi deradjat

N8,

(4) Sebeluﬂl KRR



(4) Sebelum mungkin dibentuk Dewan menurut ajat (3) diatas
maka oleh Pregiden dibentuk Dewan Sementara, jang terdiri
dari pemimpin - pemimpin tertinggi dari alat - alat per -
lengkapan Negara ketjuali Kepala dan Wakil Kepala Negara.

(5) Ketua dan anggota - anggota Dewan diangkat untuk lima
tahun dan dapat diangkat kembali setelah djangka waktu dja-
batannja habis.

(6) Ketua don anggota - anggota Dewan mendapat uang kehor—
matan,

(7) Ketua dan anggota Dewan diberhentikan / berhenti kare--
na s
a. permintzan sendiri.
b. meninggalkan wilajah Republik Indonesia lebih dari sa
tu tahun.
c. lebih dari satu tahun dibebaskan dari tugasnja menu~
rut ajat (9) pasal ini.
d. ditjabut haknja memakai tanda kehormatan jang ber -~

sangkutan,

e. meninggal dunia.

(8) Towongan jang terdjadi karena ketentuan dalam ajat (7) di-
atas harus segera diisi,

(9) ZXKetua dan anggota dibebaskan dari tugasnja untuk sementa-
ra waktu selama mereka dalam penjelidikan suatu perkara ke—
djahatan.

(10) Kepada Dewan Tanda - tanda Kehormatan diperbantukan sua~
tu Biro jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal De-
wan.

(11) Susunan dan tugas Biro diatur dengan Peraturan Pemerin -
tah,

(12) Peraturan tata - tertib Dewan diatur oleh Dewan sendi-
ri.

Pasal 110 EER)
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Pasal 11.

Pemerintah dapat mengadakan Dewan Tanda-tanda Kehormatan  ter-
gsendiri misalnja untuk tanda-tanda kehormatan militer jang merupakan
bagian dari Dewan termaksud dalam pasal 10,

PEMBAGIAN DALAM KELAS
Pasal 12.

Penentuan kelas didasarkan pada :

a. luas~ketjilnja pengaruh suatu perbuatan djasa kepads pembe-
laan, pemeliharaan kemadjuan atau kehormatan dan martabat nu
ga dan bangsa ; dan

b. besar-ketjilnja usaha djasmani, rochani dan kebendaan seseo-
rang, jang telah ditjurahkan untuk melaksanakan sesuatu per-
buatan djasa.

WAKTU PEMAKATAN TANDA KEHORMATAN,
Pasal 13.
(1) Tanda Kehormatan dipakai upatjara resmi dan kesempatan lain jang

lebih landjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1), bintang dan Sa-
tyalantjana dapat dipakai sehari-hari oleh angg “a Angkatan Perang -
dan Polisi Negara dalam bentuk pita harian., Pita Samkaryanugraha da-
pat dipakail sehari~hari oleh anggota kesatuan-kesatuan tersebut.

TJARA PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN
Pasal 14.
Tanda kehormatan berupa bintang jang berkelas lima, berupa sa-
tyalantjana atau samkaryanugraha dipakai setjara berikut :
10, Bintang kelas satu :

a. bintang aseli digantungkan pada udjung pita-selempang (lebar
90 mm) jang dikenakan dari pundak kanan kepinggang kiri ;

b. patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah ;
2°, Bintang kelas dua :
a. bintang aseli digantungkan pada pita-kalung selebar 35 mm.

b. patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah ;
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30 Bintang kelas tiga dan seterusnja dipakai pada pita~gantung jang
berukuran 35 mm lebar dan pandjang 40 mm pada dada sebelah kiri.

40 Satyalantjana dipakai seperti bintang kelas tiga, jaitu pada pi-
ta gantung jang berukuran 25 mm lebar dan 35 mm pandjang ;

50 Samkaryanugraha jang berbentuk ular-ular 4 empatkan disebelah
atas bendera kesatuan pada tiang bendera atau tiang kapal.
Samkaryanugraha jang berbentuk patra ditempelkan pada tempat jang
terhormat dikapal perang, pesawat terbang, panser dan sebagainja
dari kesatuan jang bersangkutan ;

60 Bintang dan Satyalantjana jang dipakai harian berbentuk pita hg
rian jang pandjangnja selebar pita-gantung dan lebarnja (tinggil
nja) 10 mm,

(2) Tanda Kehormatan hanja boleh dipakai pada pakaian resmi atau pa
- kaian lengkap.

(3) Pita harian dipakai pada pakaian seragam militer harian dan pa--
kaian seragam kepolisian harian pada dada sebelah kiri diatas saku,
sedangkan tanda samkaryanugraha dipakai pada tempatjang skan ditetap
kan lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tanda~tanda kehormatan pada pita—-gantung dipakai berdampingan dg
ri kanan kekiri dan dari atas kebawah, berturut-turut menurut dera -
djat djenis tanda~tanda kehormatan dan menurut kelas tanda~tanda ke-
hormatan jang sederadjat dan menurut urutan waktu pemberian tanda -
tanda kehormatan jang sederadjat dan sekelas,

(5) Ketentuan tersebut pada ajat (4) berlaku djuga untuk pita hari.-
an.

(6) Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas satu
jang berselempang, maka jang dipakai ialah bintang aseli dan pita-~sg
lempang dari bintsng jang tertinggi, sedang patra masing-masing bin.-
tang itu ditempatlan menurut urutan ditentukan dalam ajat (4).

(7) Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas dua
jang berpita-kalung, maka jang dipakai ialah bintang aseli dan pita-
kalung dari bintang jang tertinggi, sedang patra masing-masing bin -
tang itu ditempatkan menurut urutan ditentukan dalam ajat (4).

(8) Deradjat bintang lebih tinggl dari deradjat satyalantjana.

(9) Urutan tanda~tanda kehormatan Republik Indonesia dan tanda-tan-
da kehormatan asing adalah sebagai berikut :,
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19, bintang negara Republik Indonesia,

29, satyalantjana negara Republik Indonesia,
30, binbtang negara asing,

4°, satyalentjana negara asing.

(10) Tanda kehormatan negara asing harus selalu dipakai bersama-—same
dengan paling sedikit satu tanda kehormatan Republik Indonesia.

Pasal 15.

(1) Pemberian tanda kehormatan bintang dapat mengakibatkan pemberi-
an kehormatan lain, seperti pemakaman dengan kehormatan.militer, pe-
makaman atas tanggungan negara, pemakaman ditaman Pahlawan, pemberi-
an tempat jang lajak dalam aturan tata-tempat.

(2) Pemberian kehormatan dimsksud dalam ajat (1) ditetapkan dengan
Undang-undang jang mengatur bintang jang bersangkutan.,

Pasal 16.

(1) Pemberian tanda kehormatan dapat diserta hadiah uang sekaligus
atau tundjangan berkala untuk selams hidup.

(2) Pemberian hadiah uang diberikan apabila keadaan abau kehidupan
sehari-hari dari orang jang akan diberi tanda kehormatan itu tidak
seimbang dengan zkibat dari djasa jang telah dibuatnja untuk nusa
dan bangsa.

(3) Pemberian hadiah baik sedjumlah uang sekaligus mauvpun tundjang-
an berkala untuk selama hidup diberikan dengan keputusan lain dari
pada keputusan tentang pemberian tanda kehormatan.

(4) Pemberian hadiah uang ditetapkan dalam Undang-undang jang mengga
tur pada kehormatan jang bersangkutan.

Pasal 17,

Hak memakai tanda kehormatan tidak beralih kepada istri atau a-
nak turunan penerima., Istri dan anak turunamnja boleh menjimpannja.
tanpa hak memperdjusl-belikan., Djika tidak ada istri dan anak turu~
nannja, maka tanda kehormatan harus dikembalikan kepada Kepala Negas-

Tra.
BIAJA TANDA-TANDA KEHORMATAN.

Pasal 18.

Penbustan tanda~tanda kehnrmatan dibiajai oleh Pemerintah dan
diberikan setjara tjuma~tjuma kepada jang berkepentingan,
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© NAMA PERSECLANGAN PADA BINiANG.
Pasal 19.
Pada bintang tidak difjantumkan nama perseorangan,
SOAT, KEKUATAN UNDANG--UNDANG INI.
Pasal 20.
1) EKetentuan-kebtentuan dalam Undang-undang ini tidak mempunjal da-
je surut.

{2) ZKetentuaa-ketentuan dalam Undang-—-undang ini berlaku bagi semua
tanda~tanda kehormaﬁan; jang akan diadakan dan diatur dalam Undang-
undang lain atau diatur dalam Peraturan Pemerintah. ketjuali djika
undang-undang lain itu menentukan lain.

Pasal 21.

Undong-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Ketentu-
an-ketentuan Unum Tanda-tanda Kehormatan® dan mulai berlaku pada ha~-
ri diundangkan,

lgar supaja sctbilap orang dapat mengetahuinja, memerinighkan peng
undang-undangan Undang-undang Darurat ini dengan penempgtan dalam Lem
baran Negara Republik Indonesisa.

Disjahk... di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1959
Pedjabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO
Perdana Menterdi,

DJUANDA

Diwndangkan
pada tanggal 4 Djuli 1959

Menteri Kehakiman;

GeA. MAENGKOM,
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No, 1789, TANDA-TANDA KEHORMATAN, Pendjelasan Undang-undang o, 4
Drt, tahun 1959, tentang ketentuan-ketentuan Umum menge-
nai Tanda-tanda Kehormatan.

PENDJELASAN
UNDANG-UNDANG No, 4 Drt. TAHUN 1959

tentang

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENATI TANDA-TANDA
KEHORMATAN,

PENDJELASAN UMUM,

Pada waktu pemberian tanda kehormatan jang oleh Negara diada -
kan untuk menghargai djasa-djasa seseorang, baru berada pada tingkat
permulaan ini, dan mnalahan belum satu tanda kehormatan-pun dikeluaxr--
can untuk menghargai djasa~djasa dalam bidang sipil, maka perlulah
dibentuk peraturan jang memuat satu sistim bagi pemberian itu dan
jang darat mendjamin keseragaman dalam segala sesuatu jang mengenai
materi ini,

Djika bagi tanda~tanda kehormatan jang, karena kebutuhan pada-
nja telah sangat terasa, harus dikeluarkan itu tidak ditetapkan sis-
tim tadi terlebih dulu; dan tidak pula diadakan aturan-aturan umum
mengenai pemakalan dan sebagainja, maka dapat dichawatirkan timbul-
nja suatu anarchi dalam hal ini.

Sistim dimsksud dalam peraturan ini berdasarkan pertimbang-n -
bahwa bagi tiap djasa Jjang tjukup besarnja untuk dihargai dengan su
atu tanda kehormatan harus diadskan penjaluran pemberian tanda ke~
wormatan itu menurut sifat dan besarnja djasa.

Bagl djasa jang sangat luar biasa diadakan satu "bintang" Jjang
meliputi baik bidang militer maupun sipil. Bintang ini adalah tan--
da kehormatan jang tertinggi di Indonesia.

Bagi djasa jang luar biasa diadakan "bintang-bintang® bagi bi--
dang militer dan bidang sipil tersendiri, jang deradjatnja sama.
Sintang militer dan bintang sipil jang dimaksud ini deradjatnja adg
lah langsung dibawah bintang tertinggi tersebut diatas.

Selandjutnja dslam bidang militer dapat diadakan bintang-bin -
tang lain, misalnja chusus untuk djasa-djasa pada Angkatan Darat.
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Angkatan Laut atau Angkatan Udara, sedang dalam bidang sipilpun da-
pat diadakan bintang-bintang chusus misalnja untuk menghargei djasa
djasa kepolisian.,

Bagl djasa jang besar diadakan "satyalantjana-satyalantjana "
Jang berbeda menurut bidang militer dan sipil, lagi pula berbeda
djuga menurut sifat djasa jang dihargai ( mis:.nja bidang pembang.-
unan, bidang soaial, bidang kebudajaan, bidang keamanan ).

Sistim ini tjukup flexibel untuk memungkinkan menutupi segala
kebutuhan terhadap pemberian tanda kehormatan.

PENDJELASAN PASAT DEMI PASAL
Pasal 1.
(1) Sesuai dengan pasal 87 Undang-undang Dasar Sementara Republilk

Indonesia,.

(2) Izin Presiden untuk menerima tanda kehormatan asing dalam ke-
adaan luar biasa dapat diberikan sesudah tanda kehormatan asing itu
diterima,

(3) Tidak memerlukan pendjelasan.
(4) Tidak memerlukan pendjelasan.
Pasal 2.

(1) Undang-undang ini mengatur lebih djelas b wa jang diadakan de
ngan Undang-undang hanja bintang sadja. Satyalantjana dan samkarya
nugraha diatur dengan Peraturan Pemerintah, Djadi suatu delegasi -
dari kekuasaan,

Ajat 2 dan seterusnja tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 3-

Sudah sewadjarnja kalau Presiden sebagal Kepala Negara dan se-—
bagai pemberi tanda~tanda kehormatan memiliki semua djenis bintang
kelas satu.

Pasal 4.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 5 .

Tjukup djelas.
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Pasal 6,

Sudah sepantasnja apabila tanda kehormatan sipil jang diberi-
kan kepada anggota Angkatan Perang dan anggota Kepolisian Negara
itu ditampah dua pedang bersilang.

Pasal 7.

Pemberian tanda-tanda kehormatan adalah pernjataan pengharga-
an djasa-djasa dengan.maksud untuk memberi dorongan jang kuat buat
memelihara kebanggaan, kegembiraan serta kegiatan bekerdja, dan sg
mangat kepahlawanan,

Untuk mentjapai hasil jang sebaik-baiknja dari maksud pemberi-
an tanda~tanda kehormatan itu, maka pemberian itu harus dilakukan
dengan sangat berhati-~hati, setjara adil dan saksama., Tanda—~tanda
kehormatan harus diberikan kepada mereka jang benar-~benar berhak
memperolehnja.

Pemberian tanda kehormatan setjara murah akan merusak tudjuan jang

Sebaliknja, apabila suatu djasa jang patut mendapat pengharga.-
an jang sebenarnja, tidak diberi tanda kehormatan jang selajaknja,
itupun akan merusak tudjuan jang mulia dari pemberian tanda~tanda
kehormatan, Oleh karena itu maka teranglah, bahwa pertimbangan dan
keputusan tentang pemberian tanda kehormatan itu adalah persoalan
jang sungguh-sungguh jang harus diserahkan keprda orang-orang jang
berhubungan dengan nama dan kedudukannja mempui.jai keperbawaan dan
kepertjajaan penuvh dari masjarskat. Tugas jang berat ini diserah-
kan kepada Dewan Tanda~tanda Kehormatan jang terdiri dari pemilik-
pemilik bintang tertinggi, jaitu Bintang Republik Indonesia, jang
diatur dalam pasal 8,

Sebagai petundjuk untuk menentukan siapa jang berhak mendapatb
tanda~tanda kehormatan meka dalam pasal 7 ini diadekan sjarat-sja-
rat wmum dan sjarat-sjarat chusus selandjutnja ditetapkan daleam ti
ap=-tiap peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan.

Pasal 8.

Lihat pendgjelasan pasal 7. Selandjutnja tidak memerlukan pen—
djelasan.

Pasal 9.

Tidak memexrlukan pengjelasan.
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Pasal 10.

Perlu sekali bahwa pemberian tanda kehormatan melalui suatu
Dewan bermutu tinggi sebagai badan penasehat jaitu untuk mendjamin
adanja keseragaman didalam penghargaan. Djika ketentuan penghargs
an ini digerahkan kepada kementerian-kementerisn masing- masing ,
maka dapat dichawatirkan keseragaman itu tidak ada., Selandjutnja
lihat pendjelasan pasal 7.

Pasal 11.

Kemungkinan diadakan Dewan tersendiri- ini untuk tanda -~ tanda
Kehormatan militer dianggap perlu, berhubung dengan sifat kemilite
ran jang mungkin membutuhkan penindjauan dan persoalan dan penje -
lesaian tersendiri.

Pasal 12 sampai dengan pasal 19.

Tidak memerlukan pendjelasan,
Pasal 20.

Maksud pasal ini ialah untuk menjatakan bahwa ketentuan-keten
tuan dalam Undang~undang ini hanja berlaku untuk tanda-tanda kehox
matan jang belum diadakan, Djadi apabila ada ketentuan - ketentuan
jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang -
lain jang telah menjatakan pemberian tanda kehormatan, maka keten-—
tuan-ketentubn dalam Undang-undang jang tersebut belakangan ini Tg
tap berlaku bagi tanda-~tanda kehormatan jang bersangkutan.

Pasal 21.

Tidak memeriukan pendjelasan.

Termasuk Lembaran Negara No., 44 tahun 1959,

Diketahui :
Menteri Kehgkiman.

G.A. MAENGKOM.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTIA

UNDANG~UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG
TANDA KEIIORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan suatu tanda kehormatan beru
pa bintang untuk menghargai jasa-jasa yang bhesar
terhadap nusa, bangsa dan Negara dalam bidang ke--
budayaan;

b, bahwa pemberian tanda kehormatan itu merupakan do-
rongan bagi setiap warga negara Republik Indonesia
untuk berbakti demi kejayaan dan kebesaran nusa,
bangsa dan negaras khususnya melalul bidang kebuda--
yoan

c, bahwa tanda kehormatan itu merupakan derajat ter-
tinggl bagi penghargaan terhadap Jasa~jasa dalam.
bidang kebudayaan, dan perlu diberi nama yang se—
sual dengan kedudukan, fungsi, dan tujuannya ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan
Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 4 Drt, Tahun 1959 (Lembaran e
gara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Womor 1798) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tainbahan Lem-—
baran Negara Nomor 2124 )

3. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1963 (Lembaran Negara
Tahun 1963 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No-
mor 2575 )

- A
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG
BUDAYA PARAMA DHARMA,

Pasal 1.

(1) Bintang Budaya Parama Dharma diadakan dengan tu-
juan untuk memberi penghargaan hanya kepada war-
ga negara Republik Indonesia yang berakhlak dan
berbudi pekerti baik serta berjasa besar  dalam
bidang kebudayaan nasional.

(2) Bintang Budaya Parama Dharma dimaksudkan untuk
menghargai budi daya warga negara Repunlik Indo-
nesia yang melebihi tuntutan kewajibannya dalam
bidang kebudayaan.

(3) Bintang Budaya Parama Dharma adalah tanda lkehor-
matan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan,yang
setingkat dengan Bintang Jasa kelag Utama.

(4) Bintang Budaya Parama Dharms diberikan tanpa ke-
las .

Pasal 2.

(1) Bintang Budaya Parama Dharma berwujud sebagai be
rikut :

a, Bentuk :
Bintang bersudut lima, dengan inti sebuah
gong yang dilingkari penunjuk mata angin de--
lapan serta padi dan kapas, dan yang digan-
tungkan pada sehelal pita kalung ;

be Ukuran :
1. Bintang :
Jari-jari bintang seluruhnya : 25 mm
Jari-jari lingkaran mata angin 17 mm

Jari-jari gong dengan padi dan
kapas @ 10 mm
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2« Pite ¢
Lebar pita : 35 mm
Lebar pita hijau tua di sisi pita
merah putih masing-masing : : 8 mm
Lebar pita merah putih, masing-ma-~
sing warna 9,5 mm

c. Warna :
1. Bintang Budaya Parama Dharma berwarna emas.
2. Pita kalung berwarna merah putih di atas dg
sar pita berwarna hijau tua.

(2) Bintang disertail patra yang bentuk, warna dan
ukurannya.sama dengan bintangnya.

(3) Arti :

(a) Bintang bersudut lima perlambang cita - cita
luhur atas dasar Pancasila ;

(b) Penunjuk mata angin delapan melambangkan; bah
wa pemakai Bintang Budaya Parama Dharma dia -
kui kemampuannya oleh rakyat segenap penjuru
tenah air, danh jasanya berguna bagi gseluruh
bangsa Indonesia 3

(c) Gong adalah alat kesenian khas Indonesia yang
terdapat di seluruh wila;ch Indonesia,yang -
mampu menghasilkan suara yang menggema, melain
bangkan pemakai Bintang Budaya Farams Dharma
membuktikan bahwa karya budayanya telah mampu
menggerakkan dan memberi arah serta corak khas
kehidupan budaya bangsa ;

(d) Padi dan kapas melambangkan keadilan sosial
dan kesejahteraan rakyat ;

(e) Warna mersh putih menunjukkan pengertian na-
sional dan warna hijau tua menunjukkan penger
tian kesuburan tsnah air Indonesia.

Pasal 3

(1) Presiden Repunlik Indonesia adalah pemilik pertg
na Bintang Budays Parama Dharma.
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(1)

(2)

(4)
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Bintang Budaya Parama Dharma diberikan lkepada war
ga negara Republik Indonesia yang berjasa besar
terhadap nusa, bangsa dan negara dalam bidang ke~
budayaan serta memenuhi syarat-syarat umum seba -
gaimana ditentukan dalam Pasc’ 7 Undang-undang No
mor 4 Drt., Tahun 1959 untuk mondapatkan bintang.

Bintang Budaya Parama Dharma dapat diberikan secg
ra Anumerta,

P(’..‘lsa.l 4‘

Bintang Budaya Parama Dharma diberikan dengan Ke-
putusan Presiden, berdasarkan usul Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan setelah mendapat pertimbang-
an dari Dewan Tanda~tanda Kehormatan Republik In-

donesis.

Tiap pemberian Bintang Budaya Parama Dharma  di-
sertal dengan penyerahan suatu piagam yang memuat
uraian singkat tentang alasan pemberian anugerah
tergsebut,

Kepada pemilik Bintang Budaya Parama Dharma dapat
pula diberikan hadiah, yang pelaksanaannys diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan penganugershan I.iitang Budaya Parama
Dharme dilakukan oleh Presiden.

Pasal 5

Tata cara pengusulan, pemberian, dan penganugerahan

Bintang Budaya Params Dharma diatur dengan Peraturan

Pemerintah,

Pasal 6

Haok atas Bintang Budaya Parama Dharma dicabut, apabi-

la yang menerima :

e

Tigak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 Undang.-

wdang Nomor 4 Drt. Tahun 1959



- 19 -

b. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak danat di--
ubah lagi dikenakan pidana penjara yang lemanya
lebih dari 1 (satu) tahun ;

¢. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat di.-
ubalh lagi dikenakan pidana ke..aa sesuatu kejahat
an terhadap keamanan negara ;

d. Menjadi anggota organisasi terlarang menurut per-
aturan perundangan yang berlaku g

e. lemberontak terhadap negara Republik Indonesia ;

f. Masuk dinas Angkatan Bersenjata sesuatu negara
asing tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik

Indonesia.

g. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 7

Segala sesuatu mengenai Bintang Budaya Params Dharma
vang belum diatur, diatur lebih lanjut dengan Peratur
an Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 8

Undang~undang ini dapat disebut “Undang--undang Bin -
tang Budaya Parama Dharms',

Pasal 9

Undang~undang ini mulai berlaku pada btanggal diundang
kan.

Agor supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahlkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempabtannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 1980.

Diundangkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
pada tanggal 2 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA tts
REPUBLIK INDONESIA,
ttd . SOEHARTO

SUDHARMONO, S,.H.
LEMBARALN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 45.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG--UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1980,

TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA

UMUM

Usahas untuk meletakkan harkat manusia dan kemanusiaan pada  tem-
pat yang sewajarnya dalam kaitannya dengan pembentukan manusia In
donesia seutuhnya tidak dapat dilepaskan dari usaha memajukan ke
budayaan nasional.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Pemerintah
memajukan kebudayasn nasioncl Indonesia',

Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan keseluruhan hagil odip-
ta, rasa dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian
manugia. dengan segals hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan
manusia; manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan
Yang Mahao Esa.

Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa mempunyail dua aspek,
keagamaan dan kebudayaan. Aspek keagamaan ialah bila dilihat da~-
ri hubungannya dengan wahyu Ilahi serta Kitab suci, Sedangkan
aspek kebudayaan ialah, bila hubungan itu dilihat dari manusia
sendiri, yang menyatakan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa
melalui. sarana pengabdian atau kebaktian yang diwujudkan misal-
nya dalam menciptakan bangunan - bangunan tempat ibadah, kebakti-
an, pemujaan serta ritual yang dilakukannya seperti yang ber -
kaltan dengan budaya bangsa/daerahnya. Aspek inilah yang dimak--
sudkan dalam sebutan "hubungan manusia. dengan Tuhan Yang Maha
Esa™ dalam kaitannya dengan kebudayaan, bukan aspek agama yang
menyangkut wahyu Ilahi.

PerwuJudan eeesess
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Perwujudan semacam ini atau semua usaha meningkatkan perbaikan-
nya pada hakekatnya merupakan suatu budi daya yang sulit diberi
nilail secara fisik,

Mengingat bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan selalu berada.
dalam perkembangan sesual dengan sejarah dan perkembangan bang-
ga maka perlu diberi dorongan kepada masyarskat Indonesia un-
tuk berusaha sepenuhnya agar kebudayaan beserta kepribadian. dan
watak bangsa berkembang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Salah sabtu dorongan yang kuat adalah dengan mengadakan bintang
khusus yang tinggl derajatnya bagi warga negara Republik Indone--
sia yang berjasa dalam memajukan kebudayaan nasional, Ini Der-
arti perlu diberikan tanda kehormatan atas karya yang telah mam—
pu menggerakkan kepribadian dan watak bangsa menuju ke arah ke—
majuan adab,; budaya dan persatuan, sehingga dapat mempertinggi
derajat kemanugisan bangsa Indonesia,

Buah usaha budi daya yang demikian ini telah pula memperkokoh
terwujudnya kesatuan sosial budaya dalam rangka wawasan nusan-—
tara dan ketahanan nasional. Dengan demikian tanda kehormatan
sebagai penghargaon perlu diberikan kepada warga negara Repu-
blik Indonesia yang telah berjasa besar Lkepada nusa, bangsa
dan negara dalam bidang kebudayaan. Penghargaan yang berupa Bin-
tang Budays Paraina Dharma itu mempunyai makns pengakuan , peng ~
hormatan , pelestarian, pengembangan, pengamanan dan pengamalan
terhadap jasa dalam hidang kebudayaan.

Penghargaan itu diberikan karens merupakan suatu kewajiban mo -
ral bagl suatu bangsa untuk menghargai warga negaranya yang Tte—
lah menunjukken hasil karya yang melebihi penunaian  tuntutan
kewajibannya dalam bidang kebudayaen. Penghargaan sebagal tanda
kehormatan berupa bintang disebut Bintang Budaya Params Dharma,
Parama berarti ubama dan Dharma berarti kewajiban, sehingga Bin
tang Budaya Parama Dharma yang dimaksud adalah bintang bagli me-
reka yang telah menyumbangkan nilai - nilai luhur sebagai darma
baktinya dalam bidang kebudayaan.

PASAIJ DE]."”.[I PASAL. s e e
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PASAT, DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa besar di sini ialsh yang  di
dalam jasa itu berhasil meningkatkan, memajukan  atau
membina kepribadian nasional dan watak bangsa -melalul
bidang kebudayaan dengan bersikap tanpa pamrih, jauh
melampaui tuntutan kewajibannya sepagai warga negara Reg
publik Indonesia.

"Hanya kepada warga negara Republik Indonesia®, berarti
tidak dapat diberikan kepada warga negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) dan (4)

Pembagian kelas dianggap tidak perlu karena merupakan
tanda kehormatan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan
vang derajatnya setingkat dengan Bintang Jasa kelas Utga
ma.,

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Wujud dari Bintang Budaya Parama Dharma bersama patra -
nya dapat dilihat pada gambar terlampir.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukkup Jelas.

Huruf c
Khas Indonesia, karena tidak terdapat di luar wila
vah budaya Indonesia dengan bentuk dan fungsi yang
sama

Huruf d
Cukup jelas.



Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Anemerta di sini termasuk juga

Pasal 4

Ayat (1)

Hal ini mengingat ketentuan yang didapat dalam Undang-
undang tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda—

tanda kehormatan.

Ayat (2)
Cukup Jjelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup Jjelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 6

Penoabuban dilakukan untuk menjaga nilai tanda kehormatan

yvang dimaksud.

Yang dimakgsud Angkatan Bersenjata
lah Angkatan Perang dan Polisi negara asing.

- 2% -

orang-orang Indonesia
yang memenuhi persyaratan Undang-undang ini dan telah
meningzal dunia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945.

sesuatu negara asing ada

Pasal 7.
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Pasal 7
Cukup jelas

‘ Pasgal 8
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR %173,



UNDANG-~UNDANG REPUBLIK INDONESTIA

NOMOR 6  TAHUN 1982
TENTANG

H A K - C I P T A

A S W

-
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG

HAK CILETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ¢ a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum se
bagaimana termaksud dalam Garis~garis Besar Halu-
an Negara ( Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak
yat Nomor IV/MPR/1978 ), serta untuk mendorong dan
melindungi penciptaan, penyebar-luasan hasil kebu~
dayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra ser.-
ta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan -~
bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia bexr-—
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak ~
Cipta 3

b, bahwa berdasarkan hal tersebu’ pada huruf a di atas
maka pengaturan tentang hak -’ _.%a berdasarkan Lu-
teurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912
perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ke-
butuhan dan cita~cita hukum Nasional ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 32
Undang-Undang Dasar 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/
MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

— 26 -
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MEMUTUSKADN

Dengan mencabut Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600
tahun 1912,

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Arti beberapa Istilah

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

=1

b.

C,

S.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang seca—
ra bersama-sama yang atas inspirasinya  lahir suatu
ciptaan Dberdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituang--
kan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi ;

Ciptaen adalah hasil setiap karya pencipta - dalam
bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, senl
dan sastra ;

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran,
atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan mengguna -~
kan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa se
hingga suvatu ciptaan dapat dibaca , didengar atau
dilihat oleh orang laing

Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan,
dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menye
rupal ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-
bahan yang sama maupun tidak sama, termasult menga-
1ih wujudkan sesuatu ciptaan ;

Potret adalah gambaran dengan cara dan alat apapun
dard wajah orang yang digambarkan baik bersama ba.-
glan tubuh lainnya maupun tidak.

Bagian TEEEK]
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Bagian Kedua

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

Hak oipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun peneri
ma hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan~pembatasan menurut peraturan perundang-un -

dangan yang berlaku.

Pasal %

(1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh
nya maupun sebagian karena :

a. Pewarisan :

b, Hibah ;

c, Vasiat -

d. Dijadikan milik negara ;

e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, de
ngan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya menge--
nai wewenang yang disebut di dalam akta itu.

Pasal 4

Hak ciptae yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak
cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya me-
ninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima
wasiat, tidak dapat disita.

Bagian Ketiga

Pencipta

Pasal 5

(1) Xecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya; maka
vang dianggap sebagail pencipta adalah orang yang un
tuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagal pencipta
menurut ketentuan Pasal 29, atau jika ciptaan ditu
tidak didaftarkan, orang yang dalam atau pada cip-—

taannya itu disebut atau dinyatakan sebagal pencip-
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tanya, atau orang yang pada pengumuman sesuatu cip--
taan diumumkan sebagai penciptanya.

(2) Jika pada ceramah yang tidak tertulis +tigak. ada
pemberitahuan siapa yang menjad’ penciptanya, maka.
orang yang berceramah dianggap .ctagail penciptanya,
kecuali terbukti hal sebaliknya.

Pasal 6

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa baglan tersen-
diri yang diciptakan dua orang atau lebih, maks yang di
anggap sebagal pencipta ialah orang yang memimpin serta
mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika
tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan
tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian
ciptaannya.

Pasal 7

Jdika suatu ciptaan diwujudkan menurut rancangan seseo-
rang dan dikerjakan oleh orang lain dibawah  pimpinan
dan pengawasannya, maka orang yang merancang itu adalah
penciptanya. '

Pasal 8

(1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas de-
ngan pihak lain d-lam lingkungan pekerjaannya, maka
pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu di--
kerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada per
janjian lain antara kedua pihak, dengan tidak mengu
rangl hak sipembuat sebagai penciptanya apabila pe-
nggungan ciptaan itu diperluas keluar hubungan di-
nas.

(2) Jika susu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja de—
ngan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka
pihak yzng membuat karya cipta itu sebagai pencipta
adalah »emegang hak cipta, kecuall apabila diperjan
Jjikan 1ain antara kedua pihak.

Pasal 9 EEXEEEX
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Pasgal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal
dari padanyasdengan tidak menyebut seseorang sebagai
penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai
penoiptanya, kecuali jika dibuktikan gebaliknya.

Bagian Keempat
Pemegang Hak Cipta Benda
Budaya Nasional

Pasal 10

(1) Wegara memegang hak cipta atas karya peninggalan
sejarah; pra sejarah, paleo antropologi dan benda-
benda budaya nasional lainnya.

(2) a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik ber-
sama, - seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda,
babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari-
an, kaligrafi dan karya geni lainnya dipeliha -~
ra dan dilindungi oleh negara ;

b. Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut
pada ayat (2) a terhadap luar negeri.

(3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional de-—
ngan gepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan mi.-
1lik ncgara dengan Keputusan Presiden atas dasar per
timbangan Dewan Hak Cipta.

(4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud da~
lam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang dite --
tapkan oleh Presiden.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipe-
gang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal
ini, diatur lebilh lanjut dengan Peraturan Pemerin.-
tah.

Bagian Kelj.nla om0 0 e o0
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Bagian Kelinma

Ciptaan Yang dilindungi
Hak Cipta

Pasal 11

(1) Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilina
ialah ciptaean dalam bidang ilmu sastra dan seni

yang meliputi karya

1e

2,
3,

9.
10,

Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain-~
nya
Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya ;

Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, dra-

ma, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran

antara lain untuk media radio, televisi, film dan
rekaman ;

Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau
tanpa teks ;

Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan
senl patung ;

Karya arsitektur ;
Peta ;

Karya sinematografi ;
Karya fotografi ;

Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bu-

ngs rampai,

(2) Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman,

(3)

gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan lain-
lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah dari
pada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan ter-
sendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas

ciptaan aslinya.

Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang
tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah me~
rupakan suvatu bentuk kesatuan yang nyata, yang me~
mungkinkan perbanyakan hasil karya itu.



Pasal 12
- Tidak ada hak cipta atas :

a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Nege
Lembaga Tinggi Negara serta lemir ga kong'i
lainnya ;

b, Peraturan perundang-undangan ;

c., Putusan pengadilan dan penetapan hakim ;

d., Pidato kenegaraan dan pidato pejabat Pemerintah ;

e, Keputusan badan arbitrase.

Bagian Keenam

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 13

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

a. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan
lagu kebangsaan menurut sifat yang asli ;

b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuvatu yang
diumumkan oleh atau atas nama Pemerintah , keocualil
apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik de-
ngan peraturan perundang-—-undangan maupun dengan per-
nyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan
itu diumumkan ;

c. Pengambilan, baik seluruhnyas maupun sebagian, berita
dari kantor berita, badan penyiar radio atau televi-
si dan surat kabar setelah 1 x 24 (satu kali dua pu~
luh empat) jam terhitung dari saat pengumuman perta-
ma berita itu dan sumbernya harus disebut secara leng
kap.

Pasal 14

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara -
lengkap , maka tidak dianggap sebagail pelanggaran halk
cipta

a. Pengutipan ...
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a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyak

C,

€.

nya 10% ( sepuluh persen ) dari kesatuan yang bulat
tlap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk mengu-
raikan masalah yang dikemukakan

Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya mau -
pun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan
di luar pengadilan ;g

Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya mau~
pun sebaglan guna keperluan :

1+ ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan
dan ilmu pengetahuvan ;

2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut
bayaran.

Perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni
dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para
tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat ko
mersial

Perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan fo-
tokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum,
lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan  pusat
dekumentasi yang non komersial semata-mata untuk ke-
perluan aktifitasnya ;

Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seper-
ti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelak-—
sanaan teknis,

Pasal 15

(1) Untuk kepentingan nasional, tiap terjemshan dari cip

taan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak
oipta dengan ketentuan sebagai berikut :

a, ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3
(tiga) tahun sejak diterbitkan belum pernah di--
terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau baha-
sa daerah ;

b. penterjemah.,



(3)

(1)

(2)

(4)
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b. penterjemah telah meminta izin terjemshan dari
pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak diper-
oleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak perminta-
an diajukan.

Untuk penterjemahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.,

Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang
hak cipta dan dalam memberikan izin untuk penterje-
mahan itu mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta se~
bagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 16

Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b
maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bukan
warga negara Indonesia dan badan asing dapat diper-
banyak untuk keperluan pemakaian dalam wilayah Repu-
blik Indonesia, dengan ketentuan-~ketentuan sebagal
berikut :

a. ciptaan orang bukan warga-negara Indonesia dan ba
dan asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak
diumumkan belum cukup diperbanyak di dalam wila--
yvah Republik Indonesia 3

b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan
tersebut, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam
waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan,

Perbanyakan gsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hu-
ruf b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai pe-
langgaran hak cipta.

Untuk memperbanyak ciptaan sebagoimana dimaksud das-
lam ayat (1) diperlukan izin dari Menteri Kehskiman.

Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang
hak cipta dan dalam memberi izin perbanyakan itu,men
dengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana di.-
maksud dalam Pasal 39.

Pasal 17 ceseesc s



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 17

Pengumuman sesuatu ciptaan melalui penyiaran radio
atau televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan ti
dak memerlukan izin terlebih d<+"v dari pemegang -
hak cipta, dengan ketentuan bahwa kepada pemegang ~

hak cipta itu diberi ganti rugi yang layak.

Badan penyiar radio atau televisi yang berwenang un-
tuk mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), berwenang mengabadikan ciptasn itu dengan
alat—-alatnya sendiri dan semata-mata untuk siaran
radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan bah
wa untuk penyilaran selanjutnya badan penyiar terse-
but memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang
hak cipta yang bersangkutan,

Pasal 18

Pemegang'hak cipta atas potret seseorang, untuk mem-
perbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terle-
bih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotred,
atau galam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah
orang yang dipotret meninggal dv la, mendapat dizin
ahli warisnya.

Jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih,
malka untuk perbanyakan atau pengumuman masing ~ ma-
sing yang dipotret, apabila pengumuman atau perba -
nyakan itu memuat juga orang lain dalam potret itu,
pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat -
izin dari masing-masing dalam potret itu, atau da-
lam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah  yang
bersangkutan meninggal dunia dengan mendapat izin
ahli waris masing-masing.

Pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat:

a., atas permintaan sendiri dari orang yang dipotrev;

b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang
yvang dipotret

c, untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pa.sa:]. 19 saeepese
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Pasal 19

Dulam hal suatu potret dibuat s

a. tanpa versetujuan dari orang yane dipotret ;
be tanpa persetujuan orang lain ate. nama yarng dipotret;
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

maka pemegang hak cipta atas potret itu tidak boleh meng
umumkannya, apabila pengumuman itu bertentangan. dengan

kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau

apabila ja sudah meninggal dunia, kepentingan yang wa-

jar dari salah seorang ahli warisnya.

Pasal 20

Tidak dianggap sebagal pelanggaran hak cipta, pemotretan
untulk diuvmumkan dari pada seseorang pelaku atau lebih
dalam swatu pertunjukan umum, walaupun yang bergsifat ko-
mersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berke -
pentingan,

Pasal 21

Untuk kepentingan keamanan umum dan atau untuk keperlu-
an proses peradilan pidana, potret . eseorang dalam keadsg
an bagaimanapun juga, dapat diperbanyak dan diumumkan o-
leh instansi yang berwenang.

Pasal 22

Keouali ada persetujuan lain antara pemegang hak oipta
dan pemilik suatu karya ciptaan yang berupa karya foto-
grafi, lukisan, gambar, karya arsitektur, pahatan dan
hasil seni lainnya, pemilik berhak tanpa persetujuan da-
ri pemegang hak cipta untuk mempertunjukkan ciptaan di
dalanm suvatu pameran untuk umum atau memperbanyalnya da-
lam satu katalogus, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 108
dan Pasal 19 apabila hasil karya seni tersebut berupa
potret.

Pasal 23 NEEE



Pasal 23

Kecuall ada persetujuan lain antara pencipta dan peme -
gang hak cipta, pencipta suatu ciptaan karya pahat, cip
taan lukisan tetap berhak untuk mem! 1at ciptaan yang sa

ma,

walaupun .pencipta telah menyeranxan hak oiptanya ke

pada orang lain.

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 24

Pencinta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut
kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta te--
tap dicantumkan dalam ciptaannya.

a., Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan sguatu
ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau
ahli warisnya.

b, Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ociptanya
kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup
diperlukan persgetujuannya untuk mengadakan peru-—
bahan termaksud dan apabila pencipta telah mening
gal dunia, izin dari ahli warisnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); ber.-
laku juga terhadap perubahan ju 11 dan anak judul
ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama
samaran pencipta.

Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada cip--
taannya sesual dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

Hak cipta suatu hasil ciptaan tetap ada ditangan pen
cipta selama kepada pembeli hasil ciptaan itu tidalk
diserahkan seluruh hak ciptanya.

Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagiannya
tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual
yang sama.

Dalam hal timbul sengketa antara heberapa pembeli

hak oilpta yang sama atas sesuatu ciptaan, perlindu-
ngan diberikan kepada pembeli yang terdahulu mempexr
oleh hak cipta itu.
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BAB LL
MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 26

Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 (dua
puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia.

Jika hak cipta itu dimiliki 2 (dua) orang atau le-
bih, maka hak cipta berlaku selama hidup penoipta -
vang terlama hidupnya dan 25 (dua puluh lima) tahun
gesudah ia meninggal dunia.

Jika pada suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekg
1i nama pencipta, atau dicantumkan sedemikian rupa
sehingga nama pencipta yang sebenarnya tidak dike -
tahui, maka hak cipta itu berlaku selama 25 ( dua
puluh lima) tahun sesudah ciptaan itu diumumkan un-
tuk pertama kalinya.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalem ayat (3)
berlaku juga terhadap ciptaan yang hak ciptanya di-
miliki oleh suatu badan hukum.

Pasal 27

Hak cipta atau ciptaan karya fotografi atau karya sine--

natografi serta ciptaan yang dibuat menurut cara penger-

jaan yang sejenis, berlaku selama 15 (lima belas)

tahun

dihitung mulai tanggal ciptaan itu diumumkan untuk pertg

ma kalinya; tanpa mengurangi ketentuan Pasal 11 ayat

(3).

(1)

Pasal 28

Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang
diumuwmkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal
pengumuman bagian yang terakhir,

(2) Dalall sassuvwesss
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(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta.
ciptaan yang terdiri dari 2 (dua) jilid atau lebih,
demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan se
cara tercetak dan tidak bersamaan waktunya, maka ti
ap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing
dienggap sebagai ciptaan tersend.ri,

BAB  ITI
PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 29

(1) Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran
ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman
resmi tentang pendaftaran itu.

(2) Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh se-
tiap orang tanpa dipungut biaya di kantor Departe-—
men Kehakiman.,

(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri
suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut de-
ngan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh INMenteri
Kehakiman,

Pasal 30

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak me-
ngandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau
bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Pasal 31

(1) Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dila-
kukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta
atau oleh pemegang hak cipta.

(2) Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Men-
teri Kehakiman dengan surat rangkap dua yang ditu-
lis dalam bahasa Indonesia dan disertal ;

e biaya ssscevone



- 40 -

2. blaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri
Kehakiman ;

b. contoh ciptaan atau penggantinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang ¢ .urat permohonan
ditetapkan oleh Menteri Kehakiman,

Pasgl 32

Permohonan pendaftaran ciptaan yang dilakukan atas na-

ma lebih dari seorang dan atau satu badan hukum, diper-—
kenanlkan jika orang atau badan itu bersama-~sama berhak.
atau menyatakan persetujuan secara tertulis bahwa mere-
ka akan bersama-sama berhak atas ciptaan tersebut dan

kepada Departemen Kehakiman yang melakukan pendaftaran

diserahkan suatu turunan resmi dari akta atau keterang-
an tertulis yang membuktikan hal tersebut.

Pasal 33

Dalam daftar umum ciptaan dimuat antara lain :

a. tanggal penerimean surat permohonan ;

b. tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan
Pagal 31 ;

o, nomor pendaftaran ciptaan.

Pasal 34

(1) Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada
sgat diterimanya permohonan pendaftaran di Depar-
temen Kehakiman dengan lengkap menurut ketentuan
Pasal 31 atau pada saat diterimanya permohonan
pendaftaran dengan lengkap menurut ketentuan  Pa-
sal 31 dan Pasal 32 jika permohonan pendaftaran
diajukan oleh lebih satu orang atau badan-~badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia oleh Departemen Kehakiman,

(3) Jika eeeeo.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

ne B4

Jilka permohonan pendaftaran diajukan dengan leng-
kap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam wak-
tu 1 (satu) tahun setelah pengumuman pertams suatu
ciptaan, maka permohonan pendaftoran itu dianggap
telah diajukan pada saat pengumuman pertama cipta~
an itu,

Pasal 35

Pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang ter -
daftar menurut Pasal 33 yang terdaftar dalam satu
nomor, hanya diperkenankan jika seluvruh ciptaan
vang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada pene-
rima hak,

Pemindahan hak tersebut dicatat dalam daftar umum
ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah
pihak atau dari penerima hak,

Menteri Kehakiman menetapkan biaya pencatatan
pemnindahan hak tersebut,

Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia  oleh
Departemen Kehakiman.

Pasal 36

Jika ciptaan yang didaftar menurut Pasal 3% tidak se
sual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 13; Pasal 14 .sub a, b, c. e dan £, Pasal 15, Pa~-
sal 16; Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23
make orang lain yang menurut Pasal 2 berhak atas hak
cipta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Ne--
gerli Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditanda
tangani pemohon sendiri atau kuasanya agor supaya -
pendaftaran ciptaan tersebut dibatalkan.

Gugatan tersebut harus dilakukan penggugat dalam wak
tu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman dalam Tame~
bahan Berita Negara Republik Indonesia termaksud dg
lam Pasal 34 diterbitkan .

(3) Sehabis sevece
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(3) Sehabis tenggang waktu sebagaimana dimsgksud dalam
ayat (2), gugatan pembatalan pendaftaran oiptaan
itu masih juga dapat diajukan jika hak penggugat
terbukti dari suvatu putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

(1) Perubahan nama atau perubahan alamat dari orang a-
tau suatu badan hukum yang namanya tercatat dalam
daffar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang
hak cipta, dicatat dalam daftar umum ciptaan atas
permintaan tertulis dari pencipta atau pemegang hak
cipta yang mempunyai nama dan alamat itu, dengan me
menuhi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman,

(2) Perubashan nama atau perubahan alamat tersebut  di-
umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indo-
negia oleh Departemen Kehakiman.

Pasal 38

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus ka-~
rena

a. penghapusan atas permohonan orang, suatu badan hukum
yang nemanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang
hak cipta ¢

bes lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 de-
ngan mengingat Pasal 27 dan Pasal 28 ;

o. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV o8 v 00 08 200
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BAB v
DEWAN HAK CIPTA

Pasal 39

Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluh
an dan bimbingan serta untuk pembinaan hak cipta ,
dibentuk Dewan Hak Cipta.

Anggota Dewan Hak Cipta terdiri dari wakil departe—
men atau instansi pemerintah yang bersangkuban, ser
ta wakil dari organisasi menurut bidang keahlian -~
dan profesi yang bersangkutan,

Syarat organisasi pencipta yang dapat menglrimkan
wakilnya dalam Dewan Hak Cipta, jumlah wakil dan
syaratnya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

Penetapan anggota ahli atau wakil profesi dalam bi-~
dang hak cipta dan tambahan keanggotaan diputuskan -
oleh Pemerintah bersama~sama dengan anggota yang me-
wakili organisasinya.

Pasal 40

Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris
dan anggota Dewan Hak Cipta lainnya diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Ke—
hakiman,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas ; fungsi ,
susunan, tata-kerja, pembiayaan dan tata cara
penggantian lowongan dalam Dewan Hak Cipta ditetap-
kan dengan Peraturan Pemerintah.,

Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimanas dimaksud
dalam ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Belanjo.
Departemen Kehakiman.

BAB V L B B A A B ]
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BAB v
HAK DAN WEWENANG MENUNTUT

Pasal 41

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang
atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ah-—
1i warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa perse-
tujuannya ¢

a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan
i 3

b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya ;

c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu

d. mengubeh isi ciptaan itu.

Pasal 42

(1) Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang
diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta
perbanyaskan yang tidak diperbolehkan, dengan oara
dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan
untuk penyitaan benda bergerak ik untuk menuntut
penyerahan benda tersebut menjaai miliknya ataupun
untuk menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau
dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Hak cipta tersebut juga memberi hak yang sama un--
tuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang -
tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah,

pertunjukan atau pameran yang melanggar hak olpta
itu.

(2) Jika dituntut penyerahan benda sebagaimana dimak-
Bud dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintah ~
kan bahwa penyerahan itu baru dilsksanskan sete -~
lah dibayar ganti rugi oleh orang yang menuntut ke
pada pihak yang beritikad baik,

(3) Jik:a: ¢e o e e
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(1)

(2)

(1)

(2)
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Jika ciptaan sebagaimana dimsksud dalam Pasal 11
merupakan pelanggaran, pemegang hak cipta berhak
nengajukan gugatan ke pengadilan negeri, selain un
tuk mendapat ganti rugli juga supaya pengadilan ne-
geri memerintahkan pelanggar me: adakan perubahan
sedemikian rupa, sehingga pelanggaran hak cipta i-
tu ditiadakan, dengan ketentuan bahwa pelanggar di-
haruskan membayar sejumlsh uang sebagai ganti rugl
apabila dalam waktu yang ditentukan perintah penga
dilan negeri itu tidak dilaksanakan, dengan tidak
mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak
cipta.

Pasal 43

Hak pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 42 +tidak dapat diperlakukan terhadap benda
yang ada dalam tangan seseorang yang tidak memper
dagangkan benda-benda itu dan memperolehnya untuk

keperluan sendiri,

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayatb
(3) hanya dapat diajukan terhadap pelanggar yang
dengan sengaja mengakibatkan pelanggaran hak olpta
itu.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak ciptba,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (ti-
ga) tahun atau denda setinggi - tingginya

Rp. 5.000,000,~ ( lima juta rupiah ).

Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual ke
pada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melang -
gar hak clpta, dipidana dengan pidana penjara pa-
ling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi -~
tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupish ).
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(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pa-
sal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya
Rp. 500,000,- ( lima ratus ribu rupiah ).

(4) Tindak pidana tersebut dalam pc -1 ini adalah ke-
j ahatan,

Pasal 45

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 +tidak
dapat dituntut kecuali atas pengaduvan dari pemegang hak
cipta.

Pasal 46

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dilaku kan oleh atau atas nama suatu badan hukum maka
tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata
tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau +‘terhadap
yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang
memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.

Pasal 47

Segala perbanyakan yang dirampas kaiena terbukti me-.
langgar hak cipta, dapat dimusnahkan oleh pengdedilan,
tetapil pengadilan dalam putusannya dapat menentukan
bahwa perbanyakan itu diserahkan kepada pemegang hak
eipta atas permintaannya, yang harus diajukan selambab
lambatnya satu bulan sesudah tanggal putusan itu mem-
peroleh kekuatan hukum tetap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-undang ini berlaku terhadap :

as semua ciptaan warga negara Indonesia, badan hukum
yang diumumkan pertama kali di dalam negeri maupun

di luar negeri
be SEMUA sevoas
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bs semua ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan
badan asing yang untuk pertama kali diumumkan di In.-
donesia,

Pasal 49

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya da-
lam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

da t 2 April 1982
Diundangken di Jakarta Pada tanggal 12 Ap 982

pada tanggal 12 April 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERL/SEKRETARIS NEGARA F4d.
REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 15,
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG--UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1982
TENTANG

HAK CIPTA

UMUM

Te

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan
melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni
dan sastra gerta mempercepat periumbuhan, kecerdasan lkehidup~
an bangsa perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Un-
dang-undang tentang Hak Cipta Auteurswet 1912 Staatsblad no.
600 tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak Sesual dengan
kebutuhan dan cita~cita hukum nac’.cnal.

Dalam Undang-undang ini selain dimaksudkan unsur baru mengi-
ngat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadi-
an Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun
masyarakat sehinggs terdapat keseimbangan yang serasi antara
kedua kepentingan termaksud.

Walaupun delam Pasal 2 ditentukan bahwa ha' cipta adalah hak
khusus tetapl sesval dengan jiwa yang terkanuung dalam Pasal
33 Undang-Undang Dasar 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial
dalem arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum.

Hal ini dapat kiranya dilihat :
a. pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/

nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi pada penoip
tanya (Pasal 16)

b. pada penyingkatan waktu berlakunya hak cipta dari 50 (lima
puluh) tahun menurut peraturan yang lama menjadi 25 (dua pu
luh lima) tahun (Pasal 26 dan seterusnya) ;

¢, dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda bu~
daya nasional (Pasal 10).

3. Uﬂtu.k eae s
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Untuk. memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak
cipta, dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan -~ ketentuan
mengenai pendaftaran ciptaan.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, knrena tanpa pendaf-
taranpun hak cipta dilindungi. Hanya meng mai clptaan yang
tidak didaftarkan skan lebih sukar dan lebih memskan waktu
pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang digaftarkan.

Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan
samg dengan pendaftaran.

Pendaftaran ciptaen dilakukan secara pasif, artinya bahwa se-
mua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu me-
ngadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah
jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.

Demikian dalam undang-undang ini dianut sistim pendaftaran ng
gatif—deklaratif; seperti juga yang dipergunakan dalam pen -
daftaran merek dan pendaftaran tanah. Pada umumnys dalam hal
terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan kewenangan untuk

mengambil keputusan,

Dalam undang-undang ini diatur pula tentang Dewan Hak Cipta
vang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada
pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai -
fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk mel’dungi ciptaan yang
diciptakan oleh warga negara Indonesia mcr, ... penghubung an-
tara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta me-
rupakan badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan ne-
geri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan
Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan le-
bih terjamin.

Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut

dalam undang-~undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada
semua cilptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang

tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya.

Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya
di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

PASAL o0 ¢ 00
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PASAT, DEMI PASAL

Pasal 1

a. Pencipta harus menciptakan sesuatu yan; asli dalam arti
tidak meniru,

By Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

de Dengan mengalih wujudkan dimaksud transformasi, seperti
patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, dra-
ma bisa menjadi drama radio dan sebagainya.

e. Cukup jelas.

Pasal 2

Dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada
orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain ke-
cuali dengan izin pencipta.

Pasal 3

Hak cipta dianggap benda yang bergerak dan immateriil,
Hek cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan ak
ta otentik atau akta dibawah tangan.

Pasal 4

Berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan
diri pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita dari
padanys.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimgksud. disini hanya ceramah saja dan bukan pemain
ciptaan musik, karena hampir semua pembawa lagu bukanlah
penciptanya.

Pasal 6 dan Pasal 7
Ketentuan dalam pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menetapkan
siapa yang dianggap pencipta.
Pasal 8 cess
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Paéél’ﬁ*8f

(1) ¥ang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepe-
anwaian negeri deﬁééﬁ instansinya.

(2) Yang dimaksud dengan hubungan_ kerga al=lah hubungan karya-
wan dengan pemberi keraa di 1embaga Swasta.

Pasal 9

Badan hukum sebagal pencipta dalam pasal ini diatur tersendi-
ri karena adanya beda khusus dari orang atau orang—orang se-
bagal pencipta antvara lain apabila ditinjau dari sudut masa
berlakunya hak cipta.

Dengan badan hukum disini dimaksudkan juga instansi resmi.

o S

Pasal 10

Dalam rangks melindungi hasil kebudayaan rakyat yang dimaksud
dalem ayat (2)a pasal ini, Pemerintah dapat mencegah adanya mo,
nopoli serta adanya tindakan yang merusak citra kebudayaan ter
sebut.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud disini adalah pengolahan selanjutnya dari pa~—
da ciptaan yang asli, tetapi yang dalam bentuk pengolahan
ini merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri,; se-
hingga patut diberikan perlindungan tersendiri.

Himpunan beberapa ciptaan sebagaimana yang lazim disebut
bunga rampal , potpori ensiklopedia, termasuk dalam ayat
Inl.

Aya-b (3) ooc‘i.o
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Ayat (3)

Pasal

=

P
Ce.

€.

Pasal

Qe

Ce

Pasal

Qe

b.

Ce

de

€.

Dalam hal ini dimaksudkan sketsa atau manuskrip dan yang
semacam itu yang sudah merupakan suatu kesatuan yang leng-
kap walaupun belum diumumkan.,

12

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Yeng dimaksud dengan ayat e ini adalah keputusan seperti
keputusan Mahkamah Pelayaran, keputusan Panitia Penyelesai
an Perselisihan Perburuhan, keputusan Badan Urusan Piutang
Negara dan lain-lain.

13

Walaupun pengumuman. dan perbanyakan lambang negara dan la-
gu kebangsaan bebas, tetapi demi kepentingan negara tetap
diadakan pencegahan terhadap perubahan dan/atau penyeleng--
garaannya,.

Contoh dari pengumuman yang dilindungi, ialah publikasi me
ngenai sesuatu hasil riset yang dilakui.-n dengan bilaya ne-
gara,.

Pengertian "berita'" harus ditafsirkan termasuk berita foto,
sedangkan cerita pendek, cerita bergambar, novel dan seba~
gainya tidak termasuk dalam pengertian "berita',

14

Cukup Jelas.,
Cukup Jjelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup Jelas.

f. .A-da LR I 2% ]
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f. Ada kemungkinan bahwa suatu bangunan menurut gambar sketsa,
sketsanya, pemagaran bzlkon tingkat atasnya terlalu rendah,
sehingga perlu dipertinggi menyimpang dari gambar sketsa.
Karena itu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan
atas dasar pertimbangan teknis.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Orang yang tidak berkewarganegaraan termasuk bukan warga
negara Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas,

Pagal 17

Cukup Jjelas.

Pasgal 18
Tidak gelalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya
diumumkan tanpa diminta persetujuannya.
Karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuannya,
atau persetujuan ahli warisnya.

Pasal 19

Dapat terjadi, bahwa seseorang tanpa diketahuinya telah dipo-
tret dalam keadsan atau sikap badan yang.dapat merugikan ba-
ginya.

Pasal 20

Dalam suatu pameran mode pakaian, seorang peragawati yang me-
mamerkan pakaian tertentu atas dasar kepribadian Indonesia
dapat berkeberatan jika diambil potret untuk diumumkan,

Pasal 21 seese
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Pasal 21 *

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pagal 23

Ketentuan dalam pasal ini sesuai dengan sifat manunggal hak
cipta dengan penciptanya.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jjelas.

Pasal 25

Ketentuan delam pasal ini sesuai dengan sifat manunggal hak
cipta dengan penciptanya.

Pasal 26

Ayat (1)

Sesuai. dengan ketentuan hak cipta yang mempunyai fungsi

sosial, maka berlakunya hak cipta ditetapkan lebih pendek
darl pada yang berlaku sebelum undang-undang ini berlaku

agar hak cipta itu tidak terlalu lama berada dalam tangan
perorangan.

Ayat (2)

Jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimak-
sud. dalam pasal ini dihitung sejak pencipta meninggal du-
nia, atau pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia.

A;y’a‘t (3) se s
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Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Berhubung dengan sifat ciptaan karya fotografi dan karya si-
nematografi yang aktualitasnya tidak begitu tahan waktu, ma-
ka masa berlakunya hak cipta ini lebih pendek dari pada yang
biasa.

Pasal 28

Ayat (1)

Ceritera atau karangan yang bersambung dalam majalah atau
surat kabar misalnya, baru dianggap selesail diumumkan se-
telah pengumuman bagian yang terakhir,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pagal 29

Karena undang -undang ini hanya mengatur soal-soal yang pokok
saja; maka sebaiknya peraturan secara terperinci diserahkan -
pembuatannya kepada Menteri Kehakiman, yang antara lain dapat
menentukan cara pencatatan dalam daftar jika terjadi pemindah
an hak cipta.

Pasal 30

Pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak
bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan -
yang terdaftar.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup Jjelas.

Pasal 33
Cukup Jjelas.

Pasa-l 34- sae
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Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35

Ayat (1) dan Ayat (2)

Ketentuan ini dimsksudkan memberikan kepastian hukum.

Ayat (3)
Cukup Jjelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.,

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pagal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Yang disebut dalam huruf a, b, ¢ dan d adalah hak moril
yang melekat pada pencipta.

Pasa.l 42 eevese
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Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimsksudkan untuk melindungi kepentingan hue
kum orang yang beriktikad baik, yang akan mengalami keru -
gian, jika kepadanya tidak diberi ganti rugi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Dalam ayat ini dilindungi itikad baik dari pada pemilik
benda ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)
Cukup jelas.,

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46 ...
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Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

8. Undang-undang ini berlaku terhadap ciptaan warga negara
Indonesia yang diumumkan pertama kali di Indonesia.

Juga berlaku terhadap ciptaan warga negara Indonesia
yang diumumkan pertama kali di luar negeri., Jadi ber.-
laku untuk semus ciptaan warga negara Indonesia.

b. Undang-undang ini berlaku terhadap ciptaan orang asing,
vang pertama kali diumumkan di Indonesia.
Jadi tidak berlaku terhadap ciptaan orang asing yang
pernah diumumkan di luar negeri.

Pasal 49
Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3217.



SALIITAN
UNDANG—UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PENGELOLAAN TLINGKUNGAN
HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunis Tuhan Yang
Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan.
Bangsa Indonesis dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wa~
wasan Nusantara ;

b, bahwa dalem mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan
kesejahteraan umuin seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945
dan untuk mencapal kebahagiagan hidup berdasarkan Pancasila,; perlu
diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan
seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilak-
sangkan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memper-
hitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang ;

c. bahwa kebijaksanaan melindungi dan meng . sbangkan lingkungan
hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan se—
laras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia;

d. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup ber
dasarkan kebljaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh; perlu
ditetap kan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan po-
kok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup ;

Mengingat : ' ’ _
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 Undang-Un
dang Dasar 1945 ;

2, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978
tentang Garis~garis Besar Haluan Negara ;

- 59 ~
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.

MEMUTUSKADN

Menetapkan

UNDANG--UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP,

BAB X
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang—undang ini yang dimaksud dengan 3

i. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadasan dan mshluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan ke-
sejahteraan manusia gerta makhluk hidup lainnya ;

2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pg
manfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemu
lihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

3, Ekosistem adalah tatanan kesatuan secars utuh menyeluruh ap
tara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengarvhi ;

4. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mepn
dukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;

5. Sumber daya adaloh unsur lingkungan hidup yang terdiri abas
sumber. daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non
hayati, dan sumber daya buatan

-6, Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup,
zat, energl, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur
pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu
gebagai unsur lingkungan hidup ;

T+ Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya ng
khluk hidup,; zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan
dan atau berubahnya btatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau
oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke

Tingkalt ecavnes
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tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau
tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ;

8. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan peru-
bahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat figik dan
atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingg<ungan itu kurang
atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berke-
sinambungan

9, Dampak lingkungan adalah perubshan lingkungan yang diakibat
kan oleh suatu kegiatan

10, Analisis mengenal dampak lingkungan adalah hasil studi me-
ngenal dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan
adalah hasll studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan ;

11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya
alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sum-
ber days terbaharuili menjamin kesinambungan persediaannya dengan tg
tap memelihara dan meningkatkan kuélitas nilai dan keanekaragaman--
nya ; Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh se
cara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, tengah masyara-—
kat dan herminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

13. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya gadar dan bhg -
rencans menggunakan dan mengelola sumber daya cara bijaksana da-
lam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatlkan mutu hi -
dup.

14, Mentveri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan
hidup.

Pasal 2,

Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantars mempunyal
ruang Llingkup yang meliputi. ruang, tempat Negara Republik Indone =
sia melaksanakon kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya.

BA.B II 20050
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestawvian kemampuan ling

kungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang
berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pasal 4

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan s

Se

b.
Ce

d.

€.

tercapainysa keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkung
an hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya ;

Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ;
terwujudnya manusia Indonesis sebagal pembina lingkungan hidupj;

terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepenting
an generasli sekarang dan mendatang ;

terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah
negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 5

(1). Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang ba-

ik dan sehat.

(2). Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan

mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Pasal 6

(1), Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan

serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

(2). Peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini

diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 EEE
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Pasal 7

(1). Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib me-
melihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan se--
imbang untuk menunjang pembangunan yang berkesiambungan.

(2). kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dai
cantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang ber
wenang,

(3). Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimsksud dalam a-
vat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraburan perun -
dang~undangan.,

Pasal 8

(1). Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindak
an yang nmendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan ling-
kungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

(2). Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana tersebutb
dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang - undang
an.,

Pasal 9

Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaxran.
masyarakat akan tanggung-jawabnya dalam pengelc.aan lingkungan hi-
dup melalul penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian ten -
tang lingkungan hidup.

Pasal 10,
(1), Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan un

tuk sebesar-~besar kemakmuran rakyat.

(2), Sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang ba~
nyak diatur penggunaannya oleh negara untuk sebegar-besar kemalmu-—
ran rakyat.

(3)., Hak menguasai dan mengatur oleh negara sebagaimana terse-
but dalam ayat (1) dan ayat ayat (2) pasal ini memberikan wewenang
untuk

2., mengatur esee
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a. mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan kembali, daur u-
lang penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya seba--
gaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini g

b, mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antaras orang dan
atau subyek daya sebagaimana tersebut dalai. ayat (1) dan ayat
(2) pasal ini ;

c. mengatur pajak dan retribusi lingkungan.
(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) pasal ini dite-
tapkan dengan pergturan perundang-undangan.

BAB IV«
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 11

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya alam nonhayati ditetbap
kan dengan undang-undang.
Pasal 12

Ketentvan tentang konservasi sumber daye alam hayati dan ekosis-
temnya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13
Ketentuan tentang perlindungan sumber daya buatan ditetapkan de—
ngan undang--undang.,

Pasal 14
Ketentuan tentang verlindungan sumber daya buatan ditetapkan de-
ngan undang-undang.

Pasal 15

Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu ling
kungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak ling -
kungan yang pelaksanasannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17 eeeves
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Pasal 17

Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pen

cemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan se-

cara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peratur
an perundang-undangan.

BAB V.
KELEMBAGAAN

Pasal 18

(1). Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilak.-
sanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin
seorang menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undang
an.

(2). Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keter-—
paduen pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan ling
kungan hidup,; secara gekbtoral dilakukan departemen/lembaga non de-
partemen sesual dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-ma-
ging.

(3). Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpa
duan pelaksanaan kebijaksansan nasional tentang pengelolaan 1ing-
kungan hidup, didaerah dilskukan oleh Pemerin:tch Daerah sesual de--
ngan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagal penunjang bagi pengelg
laan lingkungan hidup.

BAB VI
GANTI KERUGIAN DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 20
(1). Barangsiapa merusak dan atau mencerminkan lingkungan hi-
dup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugil
an kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan -
hidup yang baik dan sehat.

(2). Ta_ta, cesse o
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(2); Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian,
oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata ca
ra penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-un-
dangan., Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup
memikul ‘tanggung Jjawab membayar biaya pemulihe. lingkungan hidup -
kepada Negara.

(4), Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan ling-
kungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu
tanggung jawab timbul secara mutlak perusak dan atau pencemar pada
saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang
pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ber-
sangkutan.

BAB VII
(3TENTUAN PIDANA

Pasal 22.

(1), Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menye
babkan rusaknys lingkungan hidup atau tercemar ya lingkungan hidup
vang digtur dalam undang-undang ini atau undang-—-undeng lain dian-
can pidana dengan pidana penjara selama~lamenya 10 (sepuluh) tahun
dan atau denda sebanyak--banyaknya Rp.100,000,000,~ (seratus juta
rupiah).

(2). Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang
menyebabkan russknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan
hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain
diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) ta-
hun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000,000,~ (satu juta -
rupiah).

(3). Perbuatan sebagainana tersebut dalam ayat (1) pasal ini
adalah kejahatan dan perbratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2)
pasal ini adglah pelanggaran.

BAB VIII ceeeeee
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saal mulal berlakunya undang-undang ini semua peraturan per-
undang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup  tetap
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-un-
dang ini dengan penempatannysa dalam Lembaran Negara Republik In-
donesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1982.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1982.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, 3.H.,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 12.
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG - UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1982,

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

A, UT M U M,

1+ Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniaskan oleh  Tuhan
Yang lMaha Esg kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia merupakan  rah
mat dari pada Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan  ke-
mampuannys agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup
bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi ke--

langsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri,

Pancasila sebagal dasar dan falsafah negara merupakan kesatuen

yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan
Bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup ak:an tercapal  jika
didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup
manusia sebagal pribadi,dalam hubungan manusia dengan manusia,
dalam hubungen manusia dengan alam, dalam hubungan manusia de~
ngan Tuhan Yang Maha Ega, maupun dalam mengejar kemajuan lahir-
iah dan kebahagiaan batiniah., Antara manusia, masyarakat dan
lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu
harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang
serasi dan dinamis,

Undang-Undang Dasar 1945 sebagsi landasan konstitusional mewa.-
Jjibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebegsar ~ besar
kemalmuran rakyat. Kemalmuran tersebut haruslah dapat dinik -~
mati bailk oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Garis—garis Besar Hzluan Negara menetapkan bahwa pembangunan
tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batini.-
ah saja akan tetapl juga keseimbangan antara keduanya. Oleh
karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang  dengan
keselarasan dan keserasian lingkungan hidup.
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2+ Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah menge-—
nal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administra-
tif., Akan tetapi; kalau lingkungan hidup dikaitkan dengan penge-
lolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelo -
laan tersebut.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan
suatu pengertian hukum,

Dalam pengertian ini lingkungan hidup Indonesia tidaklah lain -
dari pada kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang anta-
ra dua benua dan dua samuderas dengan iklim tropis dan cuaca sex
ta musinm yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan

peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat Bangsa dan Rakyat
Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala as-—
peknya, Dengan demikian, maks wawasan dalam menyelenggarakan pe-
ngelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

3. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri
dari berbagal daersh, masing-masing sebagai suatu subsistem yang
meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan oorak
ragam vang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain,
dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan
pengembangan yang didasarkan kepada keadaan daya dukung lingku -
ngan akan meningkatkan keselarasan dan kesedmbangan subsisten,
yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem.

Dalam pada itu; pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu
akan mempengaruvhi subsistem yang lain, yang vada akhirnya akan
mempengarvhi pula ketahanan ekosistem dalam keseluruhan, Oleh
karenanya,; malka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembang-—
kannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengel.o-
laan lingkungan hidup.

4, Pembangunan merupakan upays sadar untuk mengelola dan me-
manfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat.
Dalam pada itu; sumber daya alam tidak tak terbatas baik dalam
jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumber daya
tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah pen
duduk serta meningkatnya kebutuhan,

Sejalan dengan itu,; daya dukung lingkungan dapat terganggu dan
kualitas lingkungan hidup dapat menurun.

Pelaksanasan eeee
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Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin .meninglat
mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga
struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadil penunjang ke-
hidupan dapat pula rusak karenanya.

Hal semacam itu akan merupakan beban sosial ka ena pada akhirnya
masyarakat dan pemerintahlsh yang harus menanggung beban pemulih
annya,.

Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupzkan tanggung
jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk
meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangu -
nan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai -
sarana untuk mencapai kesinambungan'dan menjadi jaminan bagl ke
sejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

5. Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagail
negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan
hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, %tegas,;
dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi usaha penge-
lolaan tersebut. Dasar hukum tersebut dilandasi oleh prinsip hu
kum lingkungan dan pentaatan setiap orang akan prinsip tersebut
vang keseluruhannya berlandaskan Wawasan Nusantara.

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut- :

a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di--
masa depan, sesual dengan keadaan, waktu, dan tempat ;

b. mengandung ketentuan pokok sebagal dasar bagi peraturan pe-
laksanaannya lebih lanjut

Ce mencakup semus segl dibidang lingkungan hidup, agar dapat
menjadi dasar bagl pengaturan lebih lanjut masing-masing segi
yang akan dituanglan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selain daripada itu, undang-undang ini akan menjadi landasan un-
tuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan segi-segi lingkungan hidup yang kini te-
lah berlaku yaitu peraturan perundang - undangan pengalran ,
pertambangan dan ecnergi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan
alam, industri, penukiman, tata ruvang, tata guna tanah, dan la-
in-lainnya.

Dengan demikian semua peraturan perundang~undangsn tersebut di-
atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indone-
sia,
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B, PASAT DEMI PASAL

Pasal 1

Igtilah~istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimsksudkan agar
terdapat keseragaman pengertian atas undang-vi ang ini serta per
aturan-peraturan pelaksanaannya.

1. Lingkungan hidup disini merupakan sistem yang meliputi -
lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan --
buatan, dan lingkungan sosilal yang mempengaruhi kelangsungan pe-
rikehidupan dan kegejahteraan manusia serta makhluk hidup lain -
nya. Istilah "Lingkungan' dipakai dalam pengertian yang sama.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.
4, Cukup jelas.

5. Sumber daya buatan antara lain meliputi waduk, bendungan
dan Jjenis unggul.

6. Cukup jelas.

7, Pencemaran lingkungan hidup oleh proses alam dimasulkkan da
lam perumusan mengingat bahwa akibatnya perlu ditanggulangi,
Penanggulangan ini merupakan kewajiban'pemerintah.

Dalam komponen lingkungan tercakup informasi. Tatanan lingkungan

adalah susunan komponen lingkungan secara alarn:iah abtau hasil upa-

ya manusia.
8, Cukup jelas.

9, Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula -
bergifat negatif berupa resiko, kepada lingkungan fisik dan non ~
fisik, termasuk sosial budaya.

10. Cukup jelas.
11, Cukup jelas.

12. Dalam pengertian organisasi termasuk pula kelompok masya-—
rakat.

13. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana
berarti genantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut ter-
hadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pem-
bangunan secara berkesinambungan.

14, Cukup jelas,
Pasal 2- seace
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Pagal 2,

Cukup Jelas
Pagal 3.

Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan ling
kungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan terse-
but. '

Hanya dalam lingkungen yang serasi dan seimbang dapat dicapai ke-
hidupan yang optimal,

Pagal 4.

Pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumber daya perlu mem-
perhatikan aspek-aspek antara lain kehematan, daya guna hasilgu-
na dan daur ulang.

Pasal 5,

Ayat 1
Yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang,
atau badan hukum,

Ayat 2

Kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak
terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang men-
cerminkan harket manusia sebagai individu dan mekhluk sosial.

Pasal 6

Ayat 1

Hak dan kewajiban setiap orang sebagal anggota masyarakat untuk
berperansertsa dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup menca-~
kup baik tahap perencanasan maupun tahap-tahap pelaksanaan  dan
penilaian. Dengan adanya peranserta tersebut anggota masyarakatb
mempunyai motivasikuat untuk bersama-sama mengatasi masalah ling
kungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan -
lingkungan hidup.

Ayat 2

Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam éyat ini
mengatur tata loksana peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat

(1),

Pasal 7 es e
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Pasal 7

Ayat 1
Cukup jelas.

Avot (2)

Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salash satu sya-~
rat dalam pemberian izin, maka penyelenggara bidang usaha senan
tiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampusn ling
kungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesihambungan. .

Ayat (3)

Pasai 8

Ketentuan pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk .
mengambil langkeh-langkah tertentu, misalnya dalam  bidang
perpajakan, sebagal insentif guna lebih meningkatksn pemeliha -
raan lingkungan, dan disinsentif untuk mencegah dan menanggula-
ngi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kebijaksanaan dan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini
dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan kepada setiap
orang yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan
hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 9

Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masya--
rakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulail
dari taman kanak-kanak sekolah dassr sampal dengan perguruan -
tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal.

Penelitian tentang lingkungan hidup meliputi antara lain  pe~
ngembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan ling
kungan yang ada, kecenderungan perubahan lingkungan baik seca-
ra alami maupun karena pengaruh kegiatan manusia, serta hubu-
ngan timbal balik antara kebutuhan manusia yang makin meningkat
dengan lingkungan hayati dan lingkungan nonhayati.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Aya-b (2) RN ]
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3).

Wewenang pengaturan sebagaimana tersebut dalom ayat (3) pasal
ini antara lain meliputi tatanan ruang yang merupakan sisten
pengaturan ruang sebagai upaya sadar untuk mengatur hubungan
antar berbagai kegiatan dan fungsi guna mencapai keserasian -
dan kesgeimbangan,

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini meliputi tiap Je
nis sumber daya alam nonhayati, seperti ketentuan tentang air,
tanah;, udara, bahan galian, bentang alam, dan formasi geologis
atau perwujudan proses alam yang sangat indah yang penting un--
tuk ilmu pengetahuan.

Pasal 12

Pengertian konservasi. sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
mengandung tiga aspek, yaitu :

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan ;

b. pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air, dan udara ;

c. penanfnatan secara lestari sumber daya alam hayati dan eko -~
gistemnya,

Dalam pengertian konservasi tersebut diatas termasuk pula pexr -
lindungan jenis hewan yang tatacara hidupnys tidak diatur oleh
manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau teran -
cam punsh, dan hutan lindung.

Pagal 13

Perlindungan sumber daya buatan yang penting ditujukan kepada
konservasi fungsi sumber daya ‘tersebut bagli kesinambungan pem-
bangunan.

Pasal 14+ ees
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Pasal 14

Perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggal
an budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

Pasal 15

Agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusaken lingkungan hi-
dup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kri--
teria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau
limbah,

Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkung-
an, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya.

Perubshan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan tekno-
logi akan mempengaruvhi kriteria dan pembakuan yang telah dite -
Tapkan.,

Pasal 16.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha
atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampak -
nya yang. penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun -
nonfisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan --
apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenail daj
pak lingkungan,

Berdasarkan analisis ini dapat diketahul secara lebih terperinci
dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau ke-
giatan tersebut, sehingga sejak dini telah dipersiapkan langkah
untuk menanggulangl dampak negatif dan mengembangkan dampak po--
sitifnya,

Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh

a. besar jumlah manusia yang akan terkena;

b. luags wilayah penyebaran dampak;

c, lamanya dampak berlangsung;

d. intensitas dampak;

e, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena;

f. sifat kunulatif dampak tersebut;

g. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible)
dampak.

Pemerintah ceess
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Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah, yang bidang
usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting ini, untuk
melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 17

Ketentuan sebngaimana tersebut dalam pasal ini memuat upaya pe--
negakan hukunnya.

Dalam rangka penanggulangan pemerintah dapat membantu golongan
ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan telah merusak atau men
cemari lingkungan.

Penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebad
kan oleh kegiatan di luar wilayah negara dilaksanzkan dengan -
menggunakan sarana persetujuan antar negara.

Pasal 18

Ayat (1)
Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem
dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan
hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan nasional terpadu pengelo-
laan lingkungan hidup, yang meliputi perumusan, pelaksanaan ,
pengendalian, dan pengawasan, sebagai bagian dari kebijaksanaan
pembangunan nasgional,

Pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pe-
ngelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga-lembaga penga
wasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelenggaraan ke
bijaksanaan terpadu tersebut memerlukan koordinasi agar velak -
sanaan pengelolaan lingkungan hidup secara mantap dengan kebi -
jaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup secara sekto --
ral dan didaerah terkait secara mantap dengan kebijaksanaan na-
sional pengelolaan lingkungan hidup, serta memantapkan kesabtu-
an gerak dan langkah yang menjamin tercapainya tujuan pengelo
laan lingkungan hidup secara berdaya guna dan hasilguna,

Untuk memberikan wadah koordinasi pada tingkat nasional diben --
tuk perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri.

Ayt (2) awsns
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Ayat (2)

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektoral di daerah di--
lakukan di bawah koordinasi Kepala Wilayah dalam kaitan dengan
keterpaduan pelaksansan kebijaksanaan nasional pengelolaan ling

kungan hidup.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Lembaga swadaya masyarakat mencakup antara lain ;

a. kelompok profesi; yang berdasarkan profesinya tergerak me~
nangani masalah lingkungan ;
b. kelompok hobi; yang mencintai kehidupan alam dan terdorong

untuk melestarikannya ;

c. kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pe-
ngembangan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan peranannya sebagal penunjang, lembaga swadaya
masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikut
sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapal tu-
juan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

Ayat (1)

Kewajiban ini merupakan konskuensi setiap orang untuk melestari
kan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berke-
sinambungan.

Ayat (2)

Bentuk dan jenis kerugian akibat perusakan dan pencemaran akan
menentukan besarnya kerugian.

Penelitian tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian dilaku-
kan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bi--
dang ekologi, medis, sosial budaya, dan lain-lain yang diperlu-
kan.,

Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pen.-
cemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap -

-biap @ e o 00 0 @
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tiap kasus,

Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota
tim,

Bilamana tidak dapat tercapail kata sepakat dalam batas waktu texr
tentu; maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri,

Ayat (3)
Di samping kewajiban membayar. ganti kerugian sebagaimana terse-
but dalam penjelasan ayat (2), perusak dan atau pencemar lingku~
ngan hidup berkewajiban juga membayar biaya pemulihan lingkungan
hidup kepada Negara untuk keperluan pemulihan., Tim yang dimaksud
dalam penjelasan ayat (2) dapat pula diserahi tugas untuk mene -
tapkan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup.

Ayat (4)
Cukup Jjelas.

Pasal 21

Tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang
akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang da
pat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena o-
leh ketentuan termaksud.

Pasal 22

Mengingat akibat perusakan dan atau pencemarsn lingkungan dapat
berbeda~beda, maka pasal ini hanya menentukan ancaman pidana mak
simal,

Peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan
hidup tetap dapat menetapkan ancaman yang jumlahnya tidak mele-
bihi ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal ini.

Jumlah dends sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah nilai~-
nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini,

Pasal 23
Cukup jelas
Pagal 24

Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3215



SALINAN,

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1970

Tentang

TATA-CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN

Menimbang

Mengingat

Kepada

Untuk

(1)0

(2).

(1).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan peningkatan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggara
an tugas Pemerintah, dianggap perlu mengadaken tata-—
cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Ranoa
ngan Peraturan Pemerintah.

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar
1945;

2, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 -
tahun 1968.

MENGINSTRUKSIKAN

1. Semua Menteri,
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

o0

eo

Memperhatixan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah
ini sebage:. pedoman dalam pelaksanaan tugas memper-
siapken Rincangan Undang-undang dan Rancangan Pera--
turan Perwerintah Republik Indonesia.

Pasal 1

Masing-masing Js3partemen dan Lembaga dapat mengambil prakar
sa untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan
Peraturan Pemexrintah, sepanjang yang menyangkut bidang tugag
nya.

Prakarsa tersobhut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta
urgensinys sunaya terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden ~
sebelum dilsksanakan persiapan-persiapan penyusunannye.

Pasal 2

Dengan perse’;ijuan Presiden, Menteri yang bersangkutan mela-

kukan langka’a-langkah seperlunys untuk menyusun Rancangan -

Undang-undang¢/Rancangan Peraturan Pemerintah yang penyusun -

annya dapat diselenggarakan dengan mengadakan suatu Panitya.
= T -
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(2). Panitya tersebut ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk suatu -
Panitya interdepartemen atau suatu Panitya intern diling-
kungan Departemen/Lembaga yang bersangkutan, sesual dengan
petunjuk Presiden.

Pasal 5

(1)« Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagail hasil Panitya tersebut pada Pasal 2 Instruksi Pre-
siden ini, sebelum diajukan kepada Presiden, harus disam -
paikan/diedarkan terlebih dahulu kepada

1. para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang erat hubu-
ngannya dengan materi yang diatur dalam Rancangan yang --
bersangkutan, untuk mendapat tanggapan dan pertimbangan.

2. Menteri Kehalkiman untuk memperoieh tanggapan seperlunya
dari segi hukum.

3. Sekretaris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancang-
an tersebut selanjutnya.

(2). Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus
disampaikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembags Pemerin-
tah kepada Departemen/Lembaga yang menyiapkan Rancangan Un-—
dang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah yang bersang-
kutan,

Pasal 4

Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh
masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah tersebut ayat (2)
pasal 3 Ingtruksi Presiden ini., Departemen/Lembaga Pemerintah yang
menyiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerin
tah tersebut dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dan -
koordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah yang bersangku
tan.,

Pasal 5

Hagil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi. sesuatu
Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah,disam -
paikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh Menteri
/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok materi da
ri Rancangan serta proses penggarapannya.
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Pasal 6

Bentuk suatu Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan
Pemerintah adalah sebagai tercantum dalam Lampiran I dan II Ins-
truksi Presiden ini. '

Pasal 7
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1970

Disalin sesual aslinya Presiden Republik Indonesia.

oleh : ttd,
Sekretaris Kabinet

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.
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Lampiran I .
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970

LAMPTRAN I,
BENTUK DARIPADA SUATU UNDANG--UNDANG

UNDANG--UNDANG REPUBLIK INDONESIA
HOMOB ¢esosve TAHUN soivsae
(Nama Undang-undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1)

S e e

ke -

PRESIDEN ﬁﬁPUBLIK INDONESIA.

Menimbang ¢ a, bahwa Alasan-alasan pertimbangan

5
2) b, bahwa 5 pembentukan Undang-undang
c. bahwa 3 merupakan Konstatering -~
dst,. fakta-fakta sceccara singkadb.
Mengingat : 1, § Pasal-pasal Undang-undang
2) B 5 Dasar; terutama pasal 5

ayat (1) dan peraturan pe-
raturan Negara yang ber -
sangkutan dan/atau yang

menjadi dasar hukum pem ~
bentukan Undang-undong ini.

3)

(TR
mn e
=3
.
NN NS NN NN

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 4)

MEMUTUSKAN: 1)
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG (nama Uni-ng-undang) 1)

2) Pasal 1
Pasal 2 ; 5)
Pasal 3
dst
6)
T7)

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lem-
baran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta Disahkan di Jakarta
pada tanggal cveceeess pada tanggal c.ceeeeen
Sekretaris Negara Presiden Republik Indonesia

Republik Indonesia

ATLAMSJIAH SOEHARTO
MAYOR JENDERAL T.N,I. JENDERAL T.N.I,
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Lampiran I
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970,

KETERANGAN

1)
2)
3)

5)

6)

o

I

Il

Ditulis dengan huruf besar semua.

Huruf awsl adalah huruf besar.

Tata urutannya disesuaikan dengan tingkat urutan (hierarchi)
Peraturan Perundangan Negara dan mendahulukan yang pengelu~

arannys lebih +tua,

Hendaknya dalam menempatkan Peraturan-peraturan Negara yang

dipergunakan sebagai dasar hukum disebutkan pula Nomor—nomor
Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara.

Pada saat ini Dewan Perwakilan Rakyat diberi nama "Dewan Per
wakilan Rekyat Gotong Royong".

Memuat materi Undang-undang.

Perumusan hendalnya singkat, jelas, tidak bertentangan satu
sama lain, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-—un--
dangan lain dan memenuhi syarat-syarat aestetika dalam tata
bahasa.

Kalau didalam materi ini dipandang perlu diadakan pengelom -
pokan, maka urutan pengelompokan itu sebagai berikut

1« B A B
Angka dibelakang BAB adalah angka Romawi.
Kata "BAB" dan judul ditulis dengan huruf besar semua.

2. Bagian :
Kata "Bagian' dan judulnya hanya huruf awalnya adalah hu-
ruf Besar.
Angka dibelakang Bagian ditulis dengan huruf (Pertama,Ke--
dua, Ketiga dan seterusnya).

3. Paragraf : ,
Ditulis lengkap dengan kata-kata "Paragraf'.
Angka)dibelakang kata "Paragraf’ adalah angka arab (1,2 -
3 dst). :

4-. Pasa.l H .
Huruf awal adalah huruf besar.
Angka dibelakang kata "Pasal" adalah angka arab (1;2,3 dst).

e Ayat 4
Angka untuk sesuatu ayat adalah angka arab ditulis dalam
kurung (1), (2), (3) dan seterusnya.
Contoh pengelompokan adalah sebagaimana terlampir dalam Lam-
piran I A,

Kalau dipandang perlu adanya Ketentuan peralihan mala dibawah
kata "BAB" yang bersangkutan dicantumkan kata "Aturan Pera -
lihan®™ yang ditulis dengan huruf besar semua.
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7) = Ketenbtuan Penutup dapat dituangkan dalam suatu pasal atail
apabila diadakan pengelompokan-pengelompokan dengan Bab ,
Pasal =~ Penutup didabhului oleh BAB PENUTUP.

Pasal Penutup dapat dirumuskan sebagai berikut :

a., Undang-undang ini dapat disebub siceo.:vovecerenvrcons
dan mulai berlaku pada tanggal diundan. kan (atau pada
tanggal/dengan cara lain yang ditentukan secara khusus
oleh Undang-undang itu).

b. seperti a tersebut diatas tanpa menyebut namg Undang -
undang s
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Lampiran ¢ I.
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970.

LAMPIRAN I A.

BAB I
Lzssdanany JTOEHL gessvasass )
Bagian Pertama
(veveveone JUAUL sevoronoes )

Paragraf

('O'A.oo.. judul 0 000 89 000 )

Pasal 1.
(1.
(2).
(3).
det
Pasal 2,
('lanoo ° ° ° ® o e o -ooo)
BAB II
(pauosguas THANL swcanes P

Bagian Pertama
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Lampiran II
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970

LAMPIRAN IT,
BENTUK DARTPADA SUATU PERATURAN PEMERINTAH R.I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IND! "ESIA )
NOMOR seeceee TAHUN seceeos
(nama Peraturan Pemerintah)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA )

1)

Menimbang : a. bahwa Alasan-glasan pertimbangan

sangkutan dan/atau yang
menjadi dasar pembentukan
Peraturan Pemerintah ini.3)

y )
9
2) b. bahwa : % pembentukan P,P.merupalkan
c. bahwa 2 konstatering fakta secara
det. ) singkat.
Mengingat ¢ 1. ; ) Pasal-pasal Undang-undang
2) 2y ; ) Dasar 1945 terutama pasal
i : ) 5 ayat (2) dan Peraturan-
dst, g peraturan Negara yang ber
)
)

MEMUTUSKAN : 1)

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG (nama Peraturan Pemerintah 1)

Pasal 1)
Pasal 2
Pasal 3; 4)
dst
5)
6)

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta
pads tangsal cassswsns pads BaRBEA]l sievennsnnenn
Sekretaris Negara Presiden Republik Indonesia
Republik Indonesgia
ATAMSJI AT ) SOEHARTO
MAYOR JENDERAL T.N,I. JENDERAL T.N,I,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....s NOMOR eevvecs
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Lampiran ¢ II
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970.

KETERANGAN s

;)
3

4)

i

Ditulis dengan huruf besar semua

Huruf awal adalah huruf besar.

Tata urutannya disesuaikan dengan tingka’ .~wtan (hierarchi)
Peraturan Perundangan Negara dan mendahulukan yang pengelu —
arannya lebih +tua.

Oleh kerena suatu Peraturan Pemerintah adalah pelaksanaan
dari suatu Undang-undang maka perlu secara tegas dicantumkan
Undang~undang vang bersangkutan.

Hendaknya dalam menempatkan Peraturan-peraturan Negara yang
dipergunakan sebagail dasar hukum disebutkan pula nomor-nomor
Lembaran lNegara, Tambahan Lembaran Negara dan perihalnya.

Memuat materi Peraturan Pemerintah,

Perumusan hendaknya singkat, jelas, pasal-pasal tidak berten
tangan satu sama lain, tidak bertentangan dengan ketentuan
Perundang-—undangan lain dan memenuhi syarat-syarat aestetika
tata--bahasa,

Kalau didalam materi ini dipandang perlu diadakan pengelom-
pokan-pengelompokan maks urutan pengelompokan itu sebagal -~
berikut

i1« BA B
Angka dibelakang BAB adalah angka Romawi.
Kata "BAB" dan judulnya ditulis dengan huruf bhesar semua.

2. Bagian @
Kata "Bagian® dan judul hanya huruf awalnya adalah huruf
besar,
Angks dibelakang Bagian ditulis dengan huruf (Pertama, Ke
dua, letiga dan seterusnya)

30 Parabl‘a,f H )
Ditulis lengkap dengan kata-kata "Paragraf"
Angka dibelakang kata "Pasal" adalah angka arab(1,2,3 dan
seterusnya).

4, Pasgal : o
Huruf awal adalah huruf besar.
Angks dibelakang kata "Pasal® adalah angka arab (1;2,3 dan
seterusnya) ,

5e Ayat %
Angka untuk sesuatu ayat adalah angka arab ditulis dalan
kurung (1),(2),(3) dan seterusnya.

Contoh pengelompokan adalah sebagaimana terlampir dalam Lam-
piran ITI A,

5). eo v e 0000
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Kalau dipandang perlu adanya ketentuan peralihan maka dibawah
kata "BAB" yang bersangkutan dicantumkan kata "Aturan Peralih-
an" yang ditulis dengan huruf besar senmua.

Ketentuan Penutup dapat langsung dituangkan dalam suatu pasal
atau apabila diadakan pengelompokan-penge’ nmpokan dengan BAB,
Pasal Penutup tersebut didahului oleh BAB = ENUTUP,
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Lampiran : II
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970

LAMPIRAN IT A,

B AB I
(coo.op.eoun jl.ldlll .o.ce-coon)

Bagian Pertama

(coooe-nosco jlldul ooooaoan.a)

Paragraf

('.‘.0'...'. judul 0.0l.ollll)

Pasal 1.

(1).
(2)s
(5)
dst.

BAB II
(sosonooneee JUAUL sevecooncns)
Bagian Pertama
TIPSR .. | © 1 JR———

Paragraf

(ooc..oo.on...j'lldu:l_ Q.ﬂl..l...)

Pasa.l 30
dst.
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SALINAN,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1974
TENTANG

POKOK~POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menegaskan dan . mne-
nyempurnakan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan
susunan organisasi Departemen sesuai dengan per-
kembangan keadaan Pemerintah Negara.

Mengingat ¢ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet
Homor 15/U/KEP/8/1966 +tanggal 3 Agustus 1966,

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG POKOK - POKOK ORGANISASI
DEFPARTEMEN,

| BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DEPARTEMEN

Pasal 1

Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, se=
lanjutnysa dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen ,
berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang di --
pimpin oleh seorang lienteri yang bertanggung jawab langsung ke -
pada Presiden,

Pasal 2

Tugas pokok Departemen adalah menyelenggarakan sebagian da-
ri tugas wnum pemerintahan dan pembangunan.

- G -
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Pasal 3

Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan. perumusan
kebiljaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknig, pemberi-
an bimbingan dan pembinaan serta pemberiar perizinan, sesuai
dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan nleh Presiden dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas -
milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesu-~
al dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang -
undangan yang berlaku,

Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengawasan  atas
pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijeksanaan umum
vong ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan -
perundang-~undangan yang berlaku.

BAB 1II
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

Pasal 4
Organisasi Departemen terdiri dari s

Unsur Pimpinan Menteri

Unsur Pembantu Pimpinan:Sekretariat Jenderal ;
Unsur Pelaksana: Direktorat Jenderal ;

Unsur Pengawasan: Inspektorat Jenderal.

BAB III
TATA KERJA DEPARTEMEN

Pasal 5

Semua unsur Departemen dalam melaksanakan tugasnya masing -
masing wajib-menerapkan prinsip kordinasi, integrasi ,- dan
sinkronisasi, bailk dalam lingkungan Departemen sendiri, mau-
pun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan
gerak yang serasi sesual dengan tugas-pokoknya.

Sekretaris Jenderal, Ingpektur Jenderal, dan Direktur Jendg
ral bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
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BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS MENTERI

Pasal 6

(1) Menteri adalah pembantu Presiden dalam bi.. 3 yang menjadi

(2)

(1)

(2)

tugas kewajlbannya disamping kedudukannya selaku pimpinan De
partemen,

Menteri mempunyai tugas

a. memimpin Departemennya sesuai dengan tugas-pokok yang te-—
Jah digariskan oleh Pemerintah, dan membina aparatur De-
partemennya agar berdayaguna dan berhasilguna

b. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan
yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesual
dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

¢, membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Ins-
tansi, dan Organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan
vang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung -
jawabnya,.

BLB v
SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

Sekretariat Jenderal Departemen, yang selanjutnya-dalam Ke-
putusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal, adalah -
unsur Pembantu Pimpinan dalam Departemen yang berada lang-
gung di bawah lMenteri.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 8

Tugas~poitok Sekretariat Jenderal ialah menyelenggarakan pem-

binaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaen  terhadap

seluruh unsur di lingkungan Departemen dan memberikan pelayanan
teknis dan adminigtratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal,

Direktorat Jenderal, dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan

Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas—pokok Departemen.

Pasal 9 R



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
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Pasal 11

Semua, unsur Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan  tugas

magsing-masing wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi
dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Denartemen sendiri,
mavpun dalam hubungan antar Departemen/Ir: aasi untuk kesa -
tuan gerak yang serasi sesual dengan tugas pokoknya.

Sekretaris Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi.-
jeksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.
Seltretaris Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, meng-

awasi, dan membimbing pekerjaan Kepala Biro.

Sekretaris Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan berka-
la dan sewaktu-waktu kepada Menteri tentang keadaan dan pexr-
kembangan Departemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (4) pasal ini,
Sekretaris Jenderal berhak mendapatkan bahan dan atau ke -
terangan dari Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan

pimpinan unit organi asi lain dalam Departemen.

Kepala Biro bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal, Ke-
pala Baglan bertanggung jawab kepada Kepala Biro, dan Kepala
Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepales Bagian.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAT

Pagal 12

Direktorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Kepus
tusan Presiden ini disebut Direktorat Jenderal, adalah unsur
pelaksana dari sebagian tugas~pokok dan fungsi Departemen -
yang berada langsung di bawah lMenteri.

Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Tugas—~pokok Direktorat Jenderal ialah melaksanakan sebagian

tugas~pokok Departemen di bidangnya berdasarkan kebijaksanaan .-

yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14‘ s
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(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(1)

(2)
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Pasal 14

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan fungsi 3

perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pem-
binaan serta pemberian perizinan sesuai de .2an kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perun
dang-undangan yang berlaku ;

pelaksanaan sesuail dengan tugas pokoknys dan berdasarkan per
aturan perundang-undangan yang berlaku ;

pengamanan teknis atas pelaksanasan tugas pokoknya sesuai de-
ngan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berda-
sarkan peraturan nerundang-uvndangan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah Direlktorat Jenderal Departemen ditentukan menurut ke-
butuhan.,

Direktorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (Llima)
Direktorat. -

Setiap Direktorat terdiri dari sebanysk-banyaknya 5 (lima) Sub

Direktorat.

Setiap Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banysknya 4 (em-
sat) Seksi.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dai.i sebanyak--banyal-

nya 5 (lima) Bagian.

Setiap Bagian tersebut dalam ayat (5) pasal ini ‘terdird dari
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 16

Semua, unsur Direkbtorat Jenderal dalam melaksanakan tugas na-—
sing-masing wajJib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi ,

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Departemen sendiri ,

maupun dalam hubungan antsr Departemen/Instansi untuk kegsa-

tuan gerak yang serasl sesuail dengan tugas pokoknya.

Direktur Jenderal. melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijak-
sanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Direktur ....

1}



(3)

(5)

(7)

(8)

(1)

(2)
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Direktur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi,
dan membimbing pekerjaan Direktur serta pimpinan unit organi--
sasi lain yang berada di bawahnya.

Direktur Jenderal berkewajiban mengadakan kerjasams dan kon--
sultasi dengan Sekretaris Jenderal, Inspe! “ur Jenderal, Di-
rektur Jenderal lainnya, serta pimpinan vz’ crganisasi lain
dalan lingkungan Departemen.

Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bahan dan atau
tembusan laporan kepads Sekretaris Jenderal untuk kepenting-
an pencatatan; penelitian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan,
dan penyusunan laporan berkals atau sewaktu-wskiu kepada Men-
teri,

Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bshan dan atau
tembusan laporan kepada Inspektur Jenderal atas permihtaan,
dalam rangka pelsksanaan tugas-pokok Inspektorat Jenderal.

Bilamena ada usul perubahan mengenail kebijaksanaan yang te-
lah ditetbapkan oleh Menteri untuk Direktorat Jenderal, maka
hal tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Menteri

untuk mendapatlkan keputusan lebih lanjutb.

Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, Kepala
Sub Direkiorat Bertanggung jawan kepada Direktur,. Kepala Sek
sl bertanggung jawab kepada Kepala Sub Direktorat, Sekretaris
Direktorat Jenderal bertanggung jawab kepeda Direktur Jende -
ral, Kepals Bagian bertanggung jawab kens Jekretaris Direk--
torat Jenderal, dan Kepals Sub Bagian bertanggung jawab kepa-
da Kepala Bagian. |

BAB VII
INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 17

Inspektorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya.dalam Ke--
putusan Presiden ini disebut Inspektorat Jenderal, adalah
usur pengawasan dalam Departemen yang berada langsung di
bawah llenteri.

Inspektorat Jenderal divnimpin oleh Inspektur Jenderal.,

Pasal 18 se s 00
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Pasal 18

Tugas-pokok Ingpektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan

dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua un-

sur Departemen, agar supaya dapat berjalan sesual dengan rencana

dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang toevasifat rutin  maue
pun tugas pembangunan.

=

b

Ce

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 19

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi

pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi di lingkungan De-
partemen yvang dipandang perlu yang meliputi bidang adminis -
trasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pg
laksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain ;

pengajuan serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sg
waktu~waktu dari setiap unsur/instansi di lingkungan Departe
men atas petunjuk Menteri ;

pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang
hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang admi -

nigtrasi atau kevangan, yang dilakukan oleh unsur/instansi di
lingkungan Departemen.

Pasal 20
Ingpektur Jendersl membawahi beberapa oranz Inspektur menurut
lkebutuhan.

Setiap Inspektur membawahi sebanyek-banyaknya 5 (lima) orang
Ingpektur Pembantu.

Inspektur Pembantu dapat membawahi beberapa orang pemeriksa
menurut kebutuhan.

Sekretaris Inspektorat Jenderal terdiri dari sebanyak-~banyak--
nya 4 (empat) Bagian.

Setiap Bagian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini terdiri dari
sebanyak-bunyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 21

Semua unsur Insnelkktorat Jenderal dalam melaksanzkan tugas -
masing-nasing wajib mengindahkan hirarki yang terdapat dalan
Departemen, serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan per
undang-undengan yang berlaku.
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(6)

(7)
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Inspektur Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijak--
sanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Inspektur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, menga-
wasl, dan membimbing pekerjaan Inspektur.

Inspektur Jenderal berkewajiban menyampailion laporan pertim-

bangan atau saran kepada Menteri.

Inspektur Jenderal, Inspektur, Inspektur Pembantu, dan Peme-
riksa dalam rangka pelaksanaan tugasnya dapat mendatangi tem--
pat kerja, baik dengan atau tanpa memberitahukannya terlebih
dahulu kepada yang bersangkutan, dan meminta bahan dan atau
keterangan yang diperlukan.

Setiap penjabat atau instansi wajib memberikan bshan dan atau
keterangan yang diminta oleh para penjabat yang disebut dalam
ayat (5) pasal ini, kecuali jika terdapat alasan yang sah in-
tuk tidak memberikannya menurut peraturan perundang-—undangan

yang berlaku.

Inspektur bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal, Ins-
pelktur Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur, Pemerik-
sa bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu, Sekretaris
Ingpektorat Jenderal bertanggung jawab kepada Ingpektur Jen-
deral, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris Ing
pektorat Jenderal, dan Kepala Sub Bagian bertanggung Jawab
kepada Kepala Bagian.

BAB VIII
UNIT ORGANISASI LAIN DAN STAF AHLI

Pasal 22

Presiden dapat membentuk suatu Badan atau Pusat dalam ling-
kungan Departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang ka--
rena sifatnyo tidak tercakup baik oleh unsur Pembantu Pimpil-
nhan, uasur pelaksana maupun unsur Pengawasan.

Kedudukan, btugas; fungsi, dan susunan organisasi Badan atau
Pusat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam kepue-
tusan pembentukannya.

Pasal 23 e
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Pasal 23

Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan unit organisasi dalam
lingkungan Departemen yang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan
organisasi ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang — un-
dangan tersendiri.

Pasal 24

(1) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli
yang terdiri sebanyak-banyaknya dari 6 (enam) orang.

(2) Staf Ahli adalah pegawai negeri yang bertugas mengolah dan
nenelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjul Men-
teri,

(3) staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri,

(4) Staf Ahli secara administratif berada dalam lingkungan Se—
kretariat Jenderal.

BAB IX
INSTANSI VERTIKAL

Pasal 25

(1) Sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Departemen di Propin-
si, dibentuk Kantor Wilayah Departemen atan Kantvor Wilayah
Direktorat Jenderal.

(2) Kantor Wilayah Departemen adalah Instansi Vertikal dari suatu
Departemen yang Direktorat Jenderalnya secara keseluruhan me-
lakukan bugas dan fungsi dengan ruang lingkup dan sifat yang
sejenis,

(3) Kantor Wilaysh Direktorat Jenderal adalah Instansi Vertikal
dari suatu Departemen, yang masing-masing Difektorat Jende--
ralnya melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu de-
ngan lainnya.

(4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (3) pa—
sal ini, dalam rangka pencapailan kesatuan gerak yang serasi,
dikordinasikan dalam suatu Perwakilan Departemen.

PaS'a.l 26 oo e
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Pasal 26

Depariemen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mem.-
punyai ruang linglkup yang sejenis, hanya mempunyai sebuah Kan
tor Wilayal Denartemen di Propinsi.

Kentor Wilaysh Departemen tersebut pada ayau (1) pasal ini
menyelenggarakan kegiatan pelakusanaan yang menjadi tanggung
jawvab Departemen di Propinsi.

Wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen tersebut pada ayat
(1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pembagian Wi-
layah Pemerintahan Sipil yang dapat mencakup satu atau be -
berapa Propinsi tergantung dari tugas dan beban kerja yang
menjadi Ttanggung Jawabnya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen bertanggung jawab kepaca
Menteri,

Tugas; susunan organisasi, dan tatacara kerja Kantor Wilayah
Departemen ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
Jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Ne-
gara.

Pasal 27

Departemen yang Direktorat Jenderal menyel snggarakan tugas
dan fungsi dengan ruang lingkup yang berboc-beda satu  de-
ngan lainnya, mempunyai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
di Propinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jen-
deral daloem Departemen.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (1) pa-~
sal ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direkto-
rat Jenderal yang menjadi tanggung jawab Departemen di Pro -
pinsi,

Wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pa
da ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pemba~
glan Wilayah Pemerintahan Sipil yang dapat mencakup satu a--
tau beberapa Propinsi tergantung dari tugas dan beban kerja

yang menjadi tanggung jawabnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

(5) Tugas; e
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Tugas, susunan organisasi, dan tatakerja Kantor Wilayah Di-
rektorat Jenderal ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang ber-
tanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan apg,
ratur Negara.

Pasal 28

Guna tercapainya kesatuan gerak serasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Departemen di wilayah yang bersangkutan ,
maka semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dikordinasikan
dalam suetu Perwakilan.

Perwakilan Departemen di Wilayah bertugas melakukan kordina-
si atas semua unsur pelaksana Departemen yang berada di Pro-
pingi yang bersangkutan.

Perwakilan Departemen berfungsi sebagai wakil Departemen di
wilayahnya dan menjadi saluran hubungan Departemen  dengan
Gubernur/Kepala Wilayah setempat.

Kepala Perwakilan Departemen ditunjuk oleh Menteri dari an-
tara Kepala Wilayah Direktorat Jenderal.

Kepala Perwskilan Departemen bertanggung jawab kepada Mente-

ri,

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal ,
dan Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang setingkat dengan
Direktur Jenderzl diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.,

Pimpinan Unit Orgsnisasi lainnya di lingkungan  Departemen
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB XI O a0 s 0 00 00
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BAB XTI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasgal 30

Perumusan kedudukan, tugas pokok, dan sur « n organisasi
Departemen sampal dengan tingkat Biro, Inspektur, Direktorat
den Pusat dalem lingkungan Departemen, diatur tersendiri de-
ngan Keputusan Presiden.,

Perunusan tugas dan susunan unit organisasi yang tingkatnya
lebih rendah dari unit organisasi dimaksud pada ayat (1) pa-
anl ini, ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu men
dapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung ja-
wab dalem bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur lNe--
gars.

Penyimpangan atas susunan dan jumlah unit organisasi dalam
lingkungan Departemen, ditetapkan oleh Presiden.

BAB XIT
PENUTUP

Pasal 31

Pokok-pokok Organisasi Departemen Pertahai.an Keasmsnan diatur

Zam Kepubusan Presiden tersendiri,

Pasal 32

Dengan berlakunya Kenutbusan Presiden ini, maka ketentuan-ke-

raruen yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Ditetapkan di Jakarta

pade tanggal 26 Agustus 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTIA.

i N .

Jienlin sesual dengan aslinya oleh s
SEKRETARTAT KABINET RI, G

JENDERAL TNI.
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SATINAN,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 1974

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

bahwa agar semua Departemen dalam Pemerintahan
Negara bergerak dan bekerjasama secara serasi me-—
nurut fungsinya masing-masing dipandang. perlu mene
tapkan perumusan kedudukan, tugas pokck, dan susu—
nan organisasi Departemen dalam Pemerintahan Ne-
gara Republik Indonesia.

1.
2
S

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tghun 1974;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kagbinet Nomox
75/U/KEP/11/1966 Dbeserta seluruh lampirannya.

1.
24
S
4.
5e

6.

T
8,
9.
10,
M.

12,

13,

14,

15.

Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen

Departemen-

Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen
Departemen

¢ Kedudukan, Tugas-Pokok, dan Susunan Organisasi:

Dalam Negeri,

Luar Negeri,

Kehakiman,

Penerangan,

Keuvangan,

Perdagangan,

Pertanian,

Perindustrian,
Pertambangan,

Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,
Perhubungan,

Pendidikan dan Kebudayaan,
Kesehatan,

Agama,

Sosial,



Kedua

Ketiga

Keempat

Kelimg

Keenam

Disalin sesuel aslinya oleh

oo

oo
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16. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Koperasi,
sebagal terlampir.

Kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organisasi De-
partemen Pertahanan dan Keamanan diatur dengan Kew-
putusan tersendiri. |

Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam su~-
sunan organisasi menurut Keputusan Presiden ini ,
diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-sing-
katnya dan diselesalkan paling lambat akhir tahun
anggaran 1974 - 1975.

Perumusan. tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro,
Inspektur, Direktorat, Pusat, Sekretariat Inspekto-
rat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan
Sekretariat Badan dalam lingkungan Departemen, di-
tetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terle-
bih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Mente
ri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban
dan penyempurnasan aparatur Negara.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta sg
luruh lampirannya, maka segala ketentuan yang berten
tangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan.tiu
dak berlaku lagi.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di

tetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Betiatls

SOEHARTO

SEKRETARIAT KABINET RIT. JENDERAT TNI,
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LAMPIRAN 12

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974

TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Pe
merintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertang -
gung Jjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pem ~
bangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB IT
SUSUNAN ORGANTISASI

Pasal 3

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

(1) Menteri;
(2) Sekretariat Jenderal;
(3) Inspektorat Jenderal;
(4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
(5) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggis
(6) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga;
(7) Direktorat Jenderal Kebudayaan;
(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
(9) Pusat;
(10) Instansi Vertikal
di wilayah.



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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(7)
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Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

Biro Perencansan;

Biro Kepegawaiang

Biro Keuangang;

Biro Perlengkapan;

Biro Organisasi;

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat:
Biro Kerjasama Luar Negeris

Biro Tata Ussgha.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

Sekretariat Inspektorat Jenderal;
Inspektur Kepegawalang

Ingpektur Keuangans

Inspekivr Perlengkapan;

Inspektur Tugas Umum;

Ingpektur Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dar. “lenengah terdiri

'3
°

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Pendidikan Dasar;

Direktorat Pendidikan Menengah Umum;
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan;
Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis;
Direktorat Sarana Pendidikan.

Pasal. 7

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri dari :

Sekretariat Direktorat Jenderals

Direktorat Pembinaan Sarana Akademis;

Direlstorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat;

(4) Direktorabeee.
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(4) Direktorat Perguruan Tinggi Swasta;
(5) Direktorat Kemshasiswaan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pendidikan ILuar Sekolah dan Olah Raga
terdiri dari
(1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
(2) Direktorat Pendidikan Masyarakat:
(3) Direktorat Keolahragaans;
(4) Direktorat Pembinaan Generasi Mudas
(5) Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis.

Paéal 9

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari :

(1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
(2) Direktorat Pembinaan Keseniang
(3) Direktorat Pengembangan Kesenian;
(4) Direktorat Museums;

(5) Direktorat Sejarah dan Purbakala.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendic ".>n dan Kebudayaan

terdiri dari :

(1) Sekretariat Dadan;

(2) Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan:

(3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan
Kebudayaan;

(4) Pusat Pengolahan Data, Statistik, dan Konsepsi;

(5) Pusat Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pendidikan.

Pasal 11

Pucat terdiri dari

(1) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
(2) Pusat Pembinaan Perpustakaan;
(3) Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;

(4) Pusat ...
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(4) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bshasas
(5) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional;
(6) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.

Pasal 12

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah.



SALINAN.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1978

TENTANG

PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1, 8, 9, 10, DAN
12 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 ' HUN 1974
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN,
SEBAGATHANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12
TAHUN 1976 JIS, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1977
DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pe-
merintahan dan dalam rangka untuk lebih me-
ningkatkan tugas pokok Departemen serta untuk
disesuaikan dengan susunan Kabinet Pembangun.-
an III, dipandang perlu mengadakan Perubahan
Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri,
Departemen Perindustrian, Departemen Pertam-
bangan,  Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga
Lisgtrik, dan Departemen Pendidikan dan Kebu-
daysan. sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1,
8,9,10, dan 12 Keputusan Presiden Nomoxr 45 Tg
hun 1974, sebagaimana diubah dengan Keputusan
Pregiden Nomor 12 Tahun 1976 i’ .. Keputusan -
Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Prg
siden Nomor 15 Tahun 1978 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang~Undang Dasar 1945,

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ten
tang Pokok~pokok Organisasi Departemen ;

3, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 ten
tang Susunan Organisasi Departemen ;

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 ten
tang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presi:--
den Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Or
ganisasi Departemen ;

5. Kepubtusan.,.

= {14 =
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5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 ten-
tang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputug
an Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Su
sunan Organisasi Departemen ;

6. Keputusan Presiden Nomor 15 'shun 1978 ten
tang. Perubahan Beberapa Pasal dari Lampir—
an 5,6,9, dan 16 Xeputusan Presiden Nomor
45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi -~
Departemen, sebagaimana diubah dengan Ke-
putusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976, Jjo.
Keputusan Presiden Nomor 6 Tsghun 1977 ;

7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1,8,9,
10, DAN 12 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN
1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN ,
SEBAGATMANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 1976 JIS., KEPUTUSAN PRESIDEN
ITOMOR 6 TAHUN 1977 DAN KEPUTUSAN PRESIDIN NO-
NOR 15 TAHUN 1978,

Pasal I
Mengubah beberapa pasal dari uvawpiran 1,8,9 ,
10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tzhun
1974, sebagai berikut :

1. Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Ta~
hun 1974,

Pada Pasal 4,

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hukum",

2. Lyat (7), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hubungan Masyarakat."

2. Lampiran 8 Keputusan Presiden Nomor 45 Ta-
hun 1974.

ae. Pada Pasal 3 ...
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a. Pada Pasal 3

1« Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri ILogam
- Dasar,”

Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri Kimia
Dasar. "

NS
.

3. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi
"Direktorat Jenderal Aneka Industri."

4o Ayat (7), diubsh sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri Kecil.,"

5. Antara Ayat (7) dan Ayat (8) lama di-
sisipkan Ayat (8) baru yang berbunyi:
"Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri."”

6. Ayat (8) lama menjadi Ayat (9) Dbaru.
7. Ayat (9) lama menjadi Ayat (10) baru.
b. Pada Pasal 4.

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hubungan Masyarakat."

2. Ayat (5), diubah sehir =za berbunyi :
"Biro Hukum dan Organisasi,”

3., Ayat (7), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Pengumpulan Data dan Analisa,"

ce Pada Pasal 5.

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Urusan Umum, "

2., Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (5)
baru yang berbunyi sebagai berikut
"Inspektur Pelaksanaan Program, ™

d., Pada Pasal 6,

1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Industri
Logam dan Megin® diubah sehingga berbu-~
nyi "Direktorat Jenderal Industri Lo -

gam Dasar. ™

2. Aya—t (2)’ eeo s
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2, Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Penyiapan Program."

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan,®

4, Ayat (4), diubah sehiungga berbunyi :
"Direktorat Pengendalian dan Pengemba--
ngan, "

5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Evaluasi dan Standardisa-
si."

6. Ayat (6), dihapus.

e, Pada Pasal 7.

1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Industri
Kimig" diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri Kimia
Dasar, "

2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Penyiapan Program, "

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan.,”

4, Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
Direktorat Pengendalian dan Pengemba-~
ngarl‘ 11
5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Evaluasi dan Standardisa~
si. il
f. Pada Pasal 8.

1, Kata~kata "Direktorat Jendersl Indus-
tri Tekstil" diubah sehingga berbu -
nyi :

"Direktorat Jenderal Aneka Indugtri.?®

2., Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
iDirektorat Penyiapan Program,"

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan.,®

b4 Lyat (4)ieeass
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4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pengendalian dan Pengem -
bangan.,

5., Ayat (5), diubah sehirga berbunyi s
"Direktorat Evaluasi wan Standardisa--
Si. 11

Pada Pasal 9.

1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Aneka
Industri dan Kerajinan' diubah sehing.-
ga berbunyi :

"Direktorat Jenderal Industri Kecil,"”

2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Penyiapan Program, "

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Peralatan dan Bahan',

4, Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Kewiraswastaan."

5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Produksi'.

6. Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat
(6) Ybaru yang berbunyi sebagai ber--
ikut ¢

"Direktorat Bvaluasi dan Standardisasi.®

Ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 10
baru yang berbunyi sebagai bevikut s
"Badan Penelitian dan Pengemb::ngan I:dus--
tri terdiri dari :

(1) Sekretariat Badan ;

(2) Pusat Penelitian Industri ;

(3) Pusat Pengembangan Industri ;

(4) Pusat Peragaan Visualisasi Industri®,

Pazal 10 lama diubah menjadi Pasal 11 ba-
ru dan berbunyi sebagai berikut

"Pusat Pendidikan dan Latihan Perairail,
Pasal 11 lama diubah menjadi Pagal 12 ba--

e
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3. Lampiran 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun

54

1974,
Pada Pasal b5,

Ditambah ketentuan baru, me:jadi ketentuan
Ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :
"Inspektur Tenaga Listrik dan Gas'.

Lampiran 10 Keputusan Presigen Nomor 45 Tahun
19'74.

a. Judul diubah sehingga berbunyi sebagal ber-
ikut
"Departemen Pekerjaan Umum®,

b, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9.
Kata~kata "dan Tenaga Listrik®, dihapus,

¢, Pada Pasal 3.

1. Ketentuan Ayat (7) dihapus ;

2, Ayat (8) lama diubah menjadi Avat (7)
baru ;

3« Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat
(8) baru, yang berbunyi sebagal ber -
ikut ¢
"Tnstansi Vertikal di Wilayah,"

d. Ketentuan Ayat (6) Pasal 5 dihapus.

e. Ditambah ketentuan baru, menjadi Pasal 10
baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Instansi Vexrtikal terdiri dari Kentor Wie
layah Departemen Pekerjaan Umum di Wilayah',

Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 T-hun
1974.

a. Pada Pasal 3.
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Pendidikan L. ur Seko--
lah, Pemuda, dan Olah Raga'.

b, Pada Pasal 5.

1. Ayat (5), diubah sehingga beriunyi
"Inspektur Pendidikan Dasar dan Mene-
bgah, "

2, Ditambah seesvsee



Ce

de

(SIS

- T =

2. Ditambah ketentuan baru setelah Ayat. (5)
menjadi ketentuan Ayat (6), Ayat (7),
dan Ayat (8) yang berbunyi sebagai ber-
ikut :

a. Ayat (6) :
"Inspektur Pendidikan Tinggi®.

bs Ayat (7) :
"Inspektur Pendidikan Luar Sekolah,
Penuda, dan Olah Raga."

Ce Ayat (8) H
"Inspektur Kebudayaan,

3. Ayat (6) lama diubah menjadi Ayat (9)
baru.

Pada Pasal 6,

Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (7)

baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Direktorat Sekolah Swasta'.

Pada Pasal 8,

Kata-kata "Direktorat Jenderal Pendidikan.
Luar Sekolah dan Olah Raga'" diubah gehing-~
ga berbunyi

"Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Seko—
lah, Pemuda, dan Olah Raga."

Pada Pasal 9,

Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (6)
baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Direktorat Pembinaan Penghayatan Keperca-
vaan Terhadap Tuhan Yang Maha Lga, "

Pada Pasal 11.

Ditambah 2 (dua) ketentuan baru, menjadi
Ayat (7) baru dan Ayat (8) baru, yang
berbunyi sebagai berikut :

AYEY (T) sasnen
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Ayat (7) Pusat Teknologi Komunikasi Pendi-
dikan dan Kebudayaan.

Ayat (8) Pusat Grafika Indonesia.
Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku  pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pads tanggal 31 Agustus 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO



SALIITAI,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1978
TENTANG

PERUBATTAN PASAL 9 LAMPIRAN 12 KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 45 TAHUN 1974 JO PASAL I ANGKA 5 HURUF E

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1978 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK IINNDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan nama Direktorat pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan
bidang tugasnya, dipandang perlu untuk menga--
dakan perubahan Pasal 9 Lompiran 12 Keputusan

Pres1den Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka
5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun
1978 5

Mengingat ¢ 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Pregsiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
%« Kepubusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 ;
4, Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1973 ;

MEMUTUGSKATN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN PASAL 9 LAMPIRA N 12 KEPUTUSAN PRESL
DEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGA -
NISASI DEPARTEMEN JO PASAL I ANGKA 5 HURUF E
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1978,

Pasal T

Merubah Pasal 9 Lampiran 12 Kepuvusan Presi -

den Homor 45 Tahun 1974 jo Pasal I angka 5 hu-

ruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978,

sehingga seluruhnya berbunyl sebagaimana ter~

cantun pada Lampiran Keputusan Presiden ini.
Pasal IIT

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tang
gal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1978

TANGGAL 9 Nopember 1978,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 9

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari :

(1) Sekretariat Direktorat Jenderal ;

(2) Direktorat Pembinaan Kesenian g

(3) Direktorat Pengembangan Kesenian ;

(4) Direktorat Museum ;

(5) Direktorat Sejarah dan Purbakala ;

(6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yong Maha Esa.



SALINAN,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1979
TENTANG

PERUBAHAN  LAMPIRAN-LAMPIRAN 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ;
12, 13, 14, 15, DAN 16 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas
pokok Departemen, dipandang perlu mengadakan per—
ubahan Susunan Organisasi Departemen. Kehakiman ,
Departemen Perdagangan dan Kpoperasi, Departemen
Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen
Pertambangan dan Energi, Departemen Pekerjaan
Unum, Departemen Perhubungan, Departemen Pendidik
an dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departe-
men Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Te-
naga Kerja dan Transmigrasi gebagaimana dimaksud
dalam Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,
12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor
45 Tahun 1974, sebagaimana tel ... diubah den di -

. tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
40 Tehun 1978 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

3, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang
Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana ‘te-

lah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputug
an Presiden Nomor 40 Tahun 1978 ;

4, Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ten~
tang Pembentukan Kabinet Pembangunan IIT ;

MEMUTUSKAN: o o+ + &
- 121 -
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. TENTANG PE-
RUBAIAN LAMPIRAN-LAMPIRAN 3, 6, 7, 8; 9; 10, 11,
12, 13, 14, 15, DAN 16 KEPUTU.J AN PRESIDEN NOMOR
45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPAR-
TEMEN,

Pasal T

Mengubah beberapa pasal dari Lampiran-lampiran
55 63 Ty B; 94 10, 11, 18, 13, 14, 15; dan 16
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 sebagai
berikut :

1. Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 45 Tihun
1974,

8. Pada Pasal 3
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan'.

b, Pada Pasal 5
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Pemasyarakatan',

c. Pada Pasal 8

1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Bina Tu~
na Warga' diubah, sehingga berbunyi
"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan',

2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga Pe--
masyarakatan®,

3., Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pe-
masyarakatan®.

2 Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974.



s, Pada Pasal 4

Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (7) ba-
ru yang berbunyi :
"Ayat (7) Biro Organisasi”

b, Pada Pasal 5
1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Tnepektur Kepegawaian®, _
2., Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuangan dan Perlengkapan'.

3, Ditambah tiga ketentuan baru, menjadi ayatb
(4), ayat (5), dan ayat (6) yang berbu -
nyi s
“Ayat (4) Inspektur Pembangunan

Ayat (5) Inspektur Perdagangan
Ayat (6) Inspektur Koperasi'.

c. Padg Pasal 6

Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pengadaan dan Penyediasan',

3. Lampiran 7 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974,

a. Pada Pasal 4

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hukum dan Organisasi'.

2..Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hubungan Masyarakat'.

3. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi
ayat (8) yang berbunyi :

"Biro Kerjasama Luar Negeri',




b,
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Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuangan',

2, Ditambah satu ketentuan aru, menjadi ayat
(4) baru yang berbunyi :
"Inspektur Perlengkapan”,

5. Ayat (4) lama dan ayat (5) lama menjadi
ayat (5) baru dan ayat (6) varu.

Pada Pasal 6

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Usaha Petani Tanaman . Pa-
ngant,

2., Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat
(6) yang berbunyi :
"Direktorat Perluasan Areal Pertanian®,

Pada Pasal 7

Ayat (4), diubah sehingga berbunyi
"Direktorat Tertib Pengusahaan Hutan',

Pads Pasal 8

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Usaha Petani Nelayan®.

2., Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat

(6) yang berbunyi : "Direktorat Bina
Prasarana Perikanan®,.

Pada Pasal 9

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyl :
"Direktorat Bina Usaha Petani Ternak',

2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat
(6) yang berbunyi :
"Direktorat Penyebaran dan Pengembangan Pe--
ternakan'.
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g, Pada Pasal 10

is

2,

Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Usaha Petani Perkebunan®,

Ditambsah dua ketentuan :ru, menjadi ayat
(5) dan ayat (6) yang berbunyi :

"Avat (5) Direktorat Rehabilitasi dan Per-
luasan Perkebunan®,

"Ayat (6) Direktorat Perlindungan Tanaman
Perkebunan®,

h, Pada Pasal A

1.

2e

4.

.

Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Pengolahan Data dan Statistilk®.

Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penyiapan Program Penelitian Perta-
nian®,

Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian',

Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penelitian Tanah',

Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penelitian Agro Ekonomi',

Ayet (8), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman

Pangan®,

Ditambah empat ketentuan baru menjadi ayat

(9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12)

yang berbunyi

"Ayat (9) Pusat Penelitian dan Pengembang-
an Tanaman Industri®.

"Ayat (10) Pusat Penelitian dan Pengembang
an Kehutanan',

“Aya‘t e s s @
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"Ayat (11) Pusat Penelitian dan Pengembang
an Peternakan" .

"Ayat (12) Pusat Penelitian dan Pengembang
an Perikanan'.

Lampiran 8 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974.

Pada Pasal 10

Ditambah tiga ketentuan baru, menjadi ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) yang berbunyi :

"Ayat (5) Balal Besar Penelitian dan Pengem-
bangan Industri Tekstil®.

"Ayat (6) Balai Besar Penelitian dan Pengem—
bangan Industri Selulosa’.

"Ayat (7) Balal Besar Pengembangan Industri
Logam dan Mesin'.

Lempiran 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974 '
Pada Pasal 5

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
iInspektur Tugas Uaum",

2. Ayat (6), diubah sehingga berbunyl :
"Tnspektur Pembangunan®,

Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Kepegawaian',

2, Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
iTnspektur Keuangan'.
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3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Peralatan dan Perlengkapan®.

4., Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Teknik Wilayzh Barat',

5., Ditambah dua ketentuan baru, menjadi ayat
(6) dan ayat (7) yang berbunyi :

"Ayat (6) Inspektur Teknik Wilaysh Tengah',
"Ayat (7) Inspektur Teknik Wilayah Timur®,

7. Lampiran 11 Keputbusan Presiden Nomor 45 Tahun
19774,

a. Pada Pasal 3

1. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi
ayat (11) baru dan ayat (12) baru yang
berbunyi :

“Avat (11) Badan Search and Rescue Na~-
sional®,
"Ayat (12) Badan Meteorologi dan Geofi~
sika"™,
2. Ayat (11) lama dan ayat (12) lama menja-
di ayat (13) dan ayat (14).

be Pada Pasal 4
Ayat (7) dihapus.

c., Pada Pasal _6

1« Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Lalu-—Lintas dan Angkutan Su~
ngail, Danau, dan Penyeberangan'®,

2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi
ayat (4) yang berbunyi
"Direktorat Lalu-lintas dan Angkutan
Kota'®,



d.
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h,

Pada Pasal 9

Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat
(4) yang berbunyi v
"Direktorat Pengendaliar Frekwensi®,

Pada Pasal 11

Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Data Informasi Perhubungan®.

Pada Pasal 12
Ayat (5) dihapus, sehingga ayat (6) lama
menjadi ayat (5) baru.

Ditambah dua ketentuan baru; menjadi Pasal
13 baru dan Pasal 14 baru yang berbunyi :

Pasal 13

Badan Search and Rescue Nagional terdiri
dari 3

(1) Sekretariat Badan.

(2) Pusat Pembinaan Fasilitas SAR.

(3) Pusat Operasi SAR.

Pasal 14

Badan Meteorologi dan G »fisika terdiri
dari :

(1) Sekretariat Badan.

(2) Pusat Analisa dan Pengolahan.

(3) Pusat Bina Operasi.

Pasal 1% lama menjadi Pasal 15 yang ber-
bunyi

"Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran'.
Pasal 14 lama menjadi Pasal 16,
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8, Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974.

a, Pada:Pasal 6

Ditambah satu ketentuan aru, menjadi ayat
(8)" yang berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Kesiswaan®,

bs Pada Pasal 9

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisio-
poll%,

2. Lyat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Kesenian'.

3, Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Permuseuman',

4, Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala'.

o{ Pada Pasal 10

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Pengembangan Lurikulum dan Sarana
Pendidikan",

2. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pen-
didikan dan Kebudayaan',

3. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Pengembangan Inovasi Pendidikan
dan Kebudayaan',

4, Ditambah satu ketentuan baru, menjadi
ayat (6) yang berbunyi :
Ayat (6) Pusat Penelitian dan Pengem-
bangan Sistim Pengujian®.
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d; Pada Pasal 11

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

- "Pusat Penelitian Arkeologi Nasional®,
2. Ayat (6), dihapus.
3o Ayat (7) lama dijadikan ayat (6) baru.
4. Ayat (8) lama dijadikan ayat (7) baru.

9. Lampiran 13 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun

10.

1

1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi s
"Inspektur Keuangan",

2., Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (4)
baru yang berbunyi :
"Inspektur Perlengkapan',

3¢ Ayat (4) lama menjadi ayat (5).

Lampiren 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Ta~
hun 1 974,

Pada Pasal 11

Ayat (2), diubah sehingga berbunyi s

"Pugsat Penelitian dan Peng .1bangan Kehidupan
Beragama',

Lampiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974,
Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuvangan",

2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat
(4) baru yang berbunyi :
"Tnspektur Perlengkapan'.

3, Ayat (4) lama dijadikan ayat (5).
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12, Lampiran 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Ta~-
hun 1974.

a. Pada Pasal 3

C.

Ayat (5) diubah sehinggs berbunyi s
"Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja',

Pada Pasal 5

1, Ayat (3) diubah sehingga berbunyi :
Tnspektur Keuangan'.

2, Ditambah dua ketentuan baru menjadi
ayat (4) baru dan ayat (6) baru yang
berbunyi 3
"Ayat (4) Inspektur Perlengkapan'.
"Ayat (6) Inspektur Pembinaan dan

Perlindungan Tenaga Kerja'.

3. Ayat (4) lama, ayat (5) lama dan ayat
(6) lama dijadikan ayat (6) baru,
ayat (7) baru, dan ayat (8).

Pada Pasal 7

Kata=kata "Direktorat J: desral Perlindu-
ngan dan Perawatan Tenaga Kerja' diubah
sehingga berbunyi s

"Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja®

Pada Pasal 8

Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat
(5) yang berbunyi :

"Direktorat Transmigrasi Swakarsa'.

Pasal IT « o o o
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Pasal IT

Keputusan Presiden ini mulai berlasku pada tanggal di-
tetapkan.,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO

ot e e gy
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